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5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaa,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4355) ;

I,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814) ;

: 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70;

: a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang

Milik Negara/Daerah, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan barang

milik daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan

barang milik caerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Inventarisasi
Sarang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TENTANG
PEOOMAN INVENTARISASI BARANG MILIK PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SElATAN
NOMOR 68 TAHUN 2010

Mengingat

Menimbang
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negars RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4593):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4575):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tsmbahan Lembaran

Negara RI Nomor 4574);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan 8adan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4503);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
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Pedoman Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi mempunyai lujuan :

a. mendapatkan jumlah nilai rupiah setiap barang daerah sesuai dengan harga

perolehannya atau harga penilaian Oikaada);

b. mendapatkan jumlah unit/satuan barang sesuai dengan harga perolehan yang

disajikan pada Neraca SKPD dan jika jumlah unit/satuan barang tersebut
sudah tidak sesuai dengan catatan menurut Neraca dan/atau daftar inventaris

barang daerah pada SKPD, harus ditelusuri penyebabnya. dengan mengambil
langkah-Iangkah sebagai berikut:

1. ketidaksesuaian jumlah unit/saluan atau selisih kurang, maka diusulkan

kepada Tim Penghapusan Barang Daerah Provinsi untuk diteliti;

2. jika selisih kurang tersebut pada butir 1) di atas disebabkan adanya barang
daerah yang telah diserahkan/dihibahkan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota atau Pihak Lain, maka akan diproses oleh Bagian Aset­

Biro Keuangan dan Aset Daerah;

3. jika selisih kurang tersebut pada butir 1) di atas disebabkan adanya barang

daerah yang dipinjampakaikan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pihak

Lain, maka diproses oleh Bagian Aset pada Biro Keuangan dan Aset

Daerah;

4. ketidaksesuaian jumlah uniVsatuan atau selisih lebih, maka diusulkan

kepada Tim Penilai Barang Daerah Provinsi Sumatera Selatan unluk

ditelusuri sumber penerimaan (pihak pemberi). Apabila barang tersebut
milik/penguasaannya ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,

maka dicatat sebesar harga perolehan, bila tidak ditemukan harganya,
maka harganya ditaksir dengan harga penilaian. Untuk barang pinjam pakai

(belum dikuasai Pemprov Sumsel), maka dicatat dalam daftar inventaris

yang terpisahltersendiri.

Pasal3

Pedoman Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri
atas dasar-dasar, aturan-aturan, tata cara dan praktik-praktik spesifik yang

digunakan dalam penyusunan dan pencatatan barang milik daerah.

Pasal2
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola

Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Biro Keuangan dan Aset Daerah adalah Biro Keuangan dan Aset Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Biro Keuangan

dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku
Pembantu Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se­

Sumatera Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
selaku pengguna barang.

9. Pejabat Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang dibantu oleh

Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

10.lnventarisasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, pelaporan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

11.lnventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan

barang kepada Pengelola Barang sebagai bahan penyusunan neraca

daerah.

Pasal1

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN

INVENTARISASI BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN

MEMUTUSKAN:

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).

4
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22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Ke~a Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor4 Seri D);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Ke~a Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyal Oaerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 3 Seri D);

20. Peraturan Daerah Provinsi Suma1era Selatan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Sarang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3) sebaqalmana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun

2009 Nomor 3 Seri E);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Mifik Daerah;

18. Peraturan Menter; Dalam Neger; Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebaqairnana lelah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Neger; Nomor 59 Tahun 2007);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi. dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007

Nomor 82. Tambahan Lembarsn Negara RI Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor
25. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran

Negara RI Tahun 2008 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4855);
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR7o$ERI 8

YUS

29 Desember 2010
IS DAERAH PROVINSI
RA SELATAN,

pada tanggal

Pil SEKRETA
SUMA

Diundangkan di Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pana tanggal 3 Januari 2011.

Pasa.6

Pedoman Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal5

PedomanInventarisasiBarangMilik PemerintahProvinsisebagaimanadimaksudpada
Pasal 3 digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan
InventarisasiBarangMilik PemerintahProvinsi.

Pasal4

6
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Pedoman Inventarlsasl Barang M1ik Oaerah

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan pedoman InJadalah sebagai berlkut:

1. Mendapatkan jumlah nilai rupiah setiap barang daerah sesuai dengan harga

perolehannya atau harga penilaian (jlka ada).

2. Mendapatkan jumlah unit/satuan barang sesuai dengan harga perolehan yang

disajikan dl Neraca SKPDdan jika jumlah unit/satuan barang tersebut sudah

tidak sesual dengan catatan menurut Neraca dan/atau daftar inventarts barang

daerah di SKPD, harus ditelusuri penyebabnya, dengan mengambil langkah­

langkah sebagal berlkut :

II. Maksud dan TuJuan

A. Maksud

Pedoman Inventarlsasl BarangMilik Pemerintah Provinsidiadakan dengan maksud :

1. Memberikan petunjuk teknis tentang inventartsasi barang yang dllakukan oleh

Tim Inventarisasi Barang PemertntahProvinsi.

2. Menjadi dasar pelaksanaan inventarisasi yang dllakukan oleh Tim Inventarisasl

Barang Daerah Provinsi.

3. Menjadi media untuk koreksl pedoman ini sesual kondlsi lapangan yang

berkembang.

3. Laporan Barang Daerah per SKPDbelum sesual dengan Laporan Keuangan SKPD

masing-masing.

Hal Ini menyebabkan laporan keuangan yang dipublikasJkanuntuk aset tetap belum

sepenuhnya dldukung rinclannya.

2. Opini WDP dlberikan antara lain karena Laporan Barang Daerah masih belum

didukung rincian yang dapat mendukung Laporan Keuangan yang telah diaudit

BPK-RI.

1. Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 mendapat pernyataan

(opini) "Wajar Dengan Pengecuallan" (WDP) dart BPK-RI.

1. Latar Belakang

Baglan Kesatu

Pedoman Umum

PEDOMAN INVENTARISASI BARANG MIUK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68
TANGGAL : 29 DESEMBER 2010



2Pedoman Inventarisssl Sarang Milik Oaerah

1. GubernurjWakii Gubernur;

2. Sekretaris Daerah;

3. Asisten Sekretaris Daerah;

4. KepalaBiro Keuangan dan Aset Daerah;

5. KepalaSKPD;

6. BagianAset Daerah Biro Keuangan dan Aset Daerah;

IV. Pihak Terkait

Pihak-pihakyang terkait dalam pelaksanaan inventarisasi adalah sebagai berikut :

III. Ruang Lingkup

Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi yang dilakukan mencakup barang

daerah yang ada pactaSKPDdiiingkungan Pemerintah Provinsl dan pihak terkait, tidak

termasuk barang yang dlplsahkan pada Perusahaan DaerahjBadan Usaha Milik

DaerahjYayasanMilik Daerah.

a. ketidaksesuaian jumlah unit/satuan atau selisih kurang, maka diusulkan

kepadaTim PenghapusanBarang Daerah Provinsi untuk diteliti;

b. jika selisih kurang sebagaimana dimaksud pada huruf a disebabkan adanya

barang daerah yang telah (liserahkar:t/dihibahkan ke KabupatenjKota atau

pihak lain, maka akan diproses oleh Bagian Aset pada Biro Keuangan dan Aset

Oaerah;

c. jika selisih kurang sebagaimana dimaksud pada huruf a disebabkan adanya

barang daerah yang pil2injam pakai oleh KabupatenjKota atau pihak lain,

maka diproses oleh BagianAset pada Biro Keuangandan Aset Daerah;

d. ketidaksesuaianjumlah unlt/sstuan atau selisih lebih, maka diusulkan kepada

Tim Peniiai Barang Daerah Provinsi untuk ditelusuri sumber penerimaan

(pihak pemberi). Apabila barang tersebut milikjpenguasaannya ada pada

Pemerintah Provinsi, maka dicatat sebesar harga perolehan, bila tidak

ditemukan harganya, maka harganya ditaksir dengan l1arga penilaian. Untuk

barang pinjam pakai yang belum dikuasai Pemerintah Provlnsi, maka dicatat

dalam daftar lnventans yang terpisahjtersendiri.

3. Menetapkan jumlah rupiah barang daerah pada neraca daerah sama dengan

neraca dl setlap SKPD;

4. Menetapkan jumiah rupiah barang daerah di setlap neraca SKPD sama dengan

Daftar Inventaris Barang Daerah maslng-maslng SKPD;dan

5. Tujuan lainnya yang akan diatur meialui kebijakan Tim Inventarisasi Barang Daerah

Provinsi.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68
TANGGAL : 29 DESEMBER 2010



3Pedoman Inventarlsasl Sarang Milik Da.rah

1. Tahap Persia pan

Tahap ini meliputi kegiatan sebagai berlkut:

a. pembentukan Panitia Inventarisasi BarangMilik PemerintahProvlnsl;

Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dilakukan melalui 6 (enam) tahap kegiatan, yaitu

tahap persiapan, tahap Pelaksanaan,tahap Pelaporan, tahap Evaluasi, tahap Labelisasi

dan tahap Pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

VIII. Sistem Aplikasi Komputer
Pelaksanaaninventarisasi, khususnya pengelolaan data, menggunakan Sistem Aplikasi

Komputer SIMDA-BMD. Sedangkan pendataannya menggunakan formullr Kartu

Inventarls Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) diprint out dan Program

Aplikasi SIMDA-BMDyang disajikan pada BAB IV.

VII. Kodefikasi

Tlm Inventarlsasi menyusun pedoman kodeflkasi barang yang ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

VI. Anggaran Biaya

Biaya pelaksanaan Inventansasi dibebankan pada kegiatan Inventarisasi Barang Millk

Pemerintah Provinsi pada Biro Keuangandan Aset DaerahTahun Anggaran 2011.

V. Jadwal Pelaksanaan

Tim Inventarisasi menyusun jadwal pelaksanaan inventarisasi, yang meliputi tahap

persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, tahap evaluasi, tahap labelisasi dan

tahap pertanggungjawaban.

7. BagianAkuntansi Biro Keuangandan Aset oaerah:

8. Biro Umum dan Perlengkapan;

9. PengurusBarang SKPDi

10.PenyimpanBarang SKPD;

11.BendaharaPengeluaranSKPD;

12.Pejabat PenatausahaanKeuanganSKPD;dan

13.Staf SKPD(Operator SIMDA-BMD).

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68
TANG GAL : 29 DES EMBER 2010



4Pedoman Invcntarisasi Sarang Mmk Oae,ah

Labelisasi barang milik daerah hasil inventarisasi dibagi dalam 2 (dua) kegiatan

yaltu:

a. pencetakan Label BarangMilik Daerah;

b. penempelan Label BarangMilik Daerah;

6. Tahap Pertanggungjawaban
Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap penyusunan laporan hasil kegiatan

pelaksanaan inventarisasi barang mllik daerah oleh penanggungjawab dan

menyampalkan laporan tersebut kepada pengarah. Tahap inl merupakan tahap

akhir pelaksanaanInventarisasi barang milik daerah.

EvaluasiLaporan nasu inventarisasi dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. evaluasi pelaporan hasll inventarlsasi SKPD;

b. evaluasi pelaporan nasn inventarisasi Pemerintah Provlnsl;

5. Tahap Labelisasi

Pelaporan hasil inventarisasi dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. pelaporan hasil inventarisasi SKPD;

b. pelaporan hasil inventarisasi Pemerintah Provinsi;

4. Tahap Evaluasi

Pelaksanaaninventarisasi dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. peJaksanaanrekonsiliasi pencatatan dan pelaporan;

b. pelaksanaanvalidasi pencatatan dan pelaporan;

c. pelaksanaan inventarisasi fisik barang daerah.

3. Tahap Pelaporan

b. penyusunan pedoman inventarisasi barang milik Pemerlntah Provinsi;

c. penyusunan pedoman kodefikasi barang;

d. diseminasi pedoman inventarisasi barang milik Pemerintah Provinsi;

e. penyediaan data pendukung dan peralatan yang diperlukan;

f. penyiapan biaya inventarisasi barang milik daerah.

2. Tahap Pelaksanaan

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68
TANGGAL : 29 DESEMBER 2010
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a. Pengarah

b. Penanggungjawab

c. Wk. Penanggungjawab

d. Koordinator

e. Ketua Umum

f. Tim Inventarisasi Pemprov

g. Tim Inventarisasi SKPD

h. Tim Validasi

i. Tim Penilai

j. Tim Penghapusan

k. Tim Narasumber

Struktur organisasi Tlrn lnl harus disertai dengan uraian tugas dan tanggungjawab

masing-masing.

2. Penyusunan Pedoman Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi

Pedoman Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi disusun oleh Tim Inventarisasi

Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang ditetapkan dengan

KeputusanGubernur.

3. Penyusunan Pedoman Kodefikasi barang

Pedoman kodefikasi barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Contoh Pedoman ini disajikan pada BAGIANKETIGAdari PedomanInventarisasi lru,

4. Diseminasi Pedoman Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi

Diseminasi pedoman ini dilaksanakan sebelum dimulainya kegiatan inventarisasi pada

SKPD. Bahan/materi diseminasi tersebut disusun berdasarkan pedoman inventarisasi

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi

barang milik Pemerintah Provinsi (sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama angka

IV dari Pedoman Inventarisasi inl).

1. Pembentukan Panitia Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi membentuk Tim Inventarisasi Tingkat Pemerintah Provinsi yang

ditetapkan dengan KeputusanGubernur, dengan susunan sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Sub Bagian Kesatu

Dari Bagian Kedua

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68
TANGGAl : 29 DES EMBER 2010
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6Pedoman Invents,;sas; a.rang Millk Oaerah

Kehadiran pimpinan SKPD pada saat pembukaan untuk menekankan bahwa hasil

inventarisasi ini menjadi tanggungjawab masing-masing sebagai pengguna barang

pada setiap SKPD yang bersangkutan dengan menandatangani laporan hasil

inventarisasi-nya masing-masing.

Diseminasi pedoman ini sangat berperan bagi Petugas pelaksana inventarisasi baik

tingkat provinsi maupun SKPD sebagai dasar menerapkan pedoman inventarisasl

dalam pelaksanaan inventarisasi. Sehingga diharapkan kegiatan inventarisasl dapat

dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Pada tahap ini peserta diberikan Buku

Pedoman Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsl yang telah ditetapkan

Gubemur.

5. Penyediaan Data Pendukung dan peralatan yang diperlukan

a. Penyediaan data pendukung
Data pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakaninventarisasi yaitu:

1) hasll inventarisasi yang digunakan untuk menyusun neraca awal per 1 Januari

2006;

2) SPJbelanja modal atau yang menghasilkan aset tetap dalam tahun 2006, 2007,

2008, 2009 dan 2010;

3) laporan keuangan SKPDdan Pemerlntah ProvlnsiTahun 2006, 2007, 2008, 2009

dan 2010;

4) Berlta Acara PenghapusanAset Tetap mulal tahun 2006 s.d. 2010;

5) jurnal koreksi yang berkaitan dengan penyajlan aset tetap dalam lKPD mulai

tahun 2006 s.d. 2010;

6) Keputusan Hlbah atau Berita Acara Hibah kepada Pemerintah Pusat/Kabupaten/

Kota/pihak lain mulai tahun 2006 s.d, 2010;
7) Keputusan Hibah atau Berita Acara Hibah dari Pemerintah Pusat/kabupaten/

Kota/pihak lain mulai tahun 2006 s.d. 2010;

8) bukti-bukti kepemilikan atau penguasaanatas aset tetap;

9) Keputusan PenilaianKembali aset tetap.

b. Peralatan Yang Diperlukan
Komputer yang telah diinstal porgram aplikasi SIMDA-BMDdisetiap SKPD.

6. Penyiapan biaya
Bagian Aset Daerah pada Biro Keuangan dan Aset Daerah telah mengusulkan dalam

PPASdan menyusun anggaran biaya kegiatan inventarisasi yang dituangkan dalam

RKA-SKPD2.2.1 Tahun Anggaran 2011.
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Pelaksanaaninventarisasi dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaanrekonsiliasi pencatatan dan pelaporan:

2. Pelaksanaanvalidasi pencatatan dan pelaporan;

3. PelaksanaanInventarisasi f1sikbarang daerah.

a. Pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan dan pelaporan

Pelaksanaan ini mellputi kegiatan persiapan data rekonsillasi dan pelaksanaan

rekonsiliasinya.

1) persia pan Data Rekonsiliasi ;

Persiapan data inl meliputi data tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dengan

langkah kerja sebagai berlkut:

a) dapatkan data Hasil Inventarisasl yang dlgunakan untuk menyusun neraca awal

per 1 Januari 2006;

b) data tersebut sebagalmana dimaksud padda angka 1 dibagi per SKPD;

c) lakukan pemllahan untuk SKPD yang mengalaml reorganisasi dan diikuti oleh

perubahan penguasaan barangnya sesuai dengan tahun terjadlnya reorganisasi

SKPDtersebut;

d) dapatkan neraca Pemerintah Provinsi yang telah diaudit BPK-RI untuk tahun

2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009;

e) dapatkan neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Seiatan yang belum diaudit BPK­

RI untuk tahun 2010;

f) lakukan pengentrian (pemasukkan) data Hasil inventarisasi yang dlgunakan

untuk menyusun neraca awal per 1 Januari 2006 ke dalam program aplikasl

SIMDA-BMD, dengan tujuan mempermudah pengolahan data barang untuk

kegiatan inventarisasi in!.

pelaksanaan Rekonsiliasi ;

pelaksanaan rekonsiliasi neraca awal Pemprov per 1 Januari 2006
Tim Inventarlsasi Pemprov melakukan rekonsiliasi neraca awal Pemprov per 1

Januari 2006 dengan tahapan sebagai berikut:

a) Tim Inventarlsasi Pemprovmelakukan rekonsillasl:

- antara neraca awal SKPD(hasil dari perslapan data rekonsiliasl angka

1, 2 dan 3 per 1 Januarl 2006.

Tahap Pelaksanaan

Sub Bagian Kedua

Dari Bagian Kedua
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pelaksal1aan rekonsiliasi Neraca SKPD per 31 Desember 2006

Tim Inventarisasi SKPD melakukan rekonsiliasi neraca 31 Desember 2006

dengan tahapan sebagai berikut:

pelaksanaan rekonsillasi Neraca Pemprov per 31 Desember 2006

Tim Inventarisasi Pemprov melakukan rekonslliasi Neraca Pemprov per 31

Desember2006 dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tim Inventarlsasi SKPD menginput mutasi tambah dan kurang atas

barang daerah SKPD selama tahun 2006 kedalam program apllkasi

SIMDA-BMD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau

berdasarkan berkas Surat Perintah PencairanDana (SP2D) yang terdapat

belanja modal atau dapat dikategorikan belanja modal untuk setiap SKPD

yang bersangkutan;

b. Tim Inventarisasi SKPD melakukan ekspor database barang dan Tim

Inventarisasi Pemprov mengimpornya dalam Program Aplikasi SIMDA­

BMD,sehingga dlhasllkan neracaSKPDper 31 Desember 2006.

c. Tim Inventarisasi Pemprovmelakukan rekonsiliasi:

- antara neraca SKPDper 31 Desember 2006 tersebut;

- dengan neraca Pemerintah Provinsi yang telah diaudit BPK-RI untuk

tahun 2006 (per 31/12/2006) per SKPDi

- dalam melakukan rekonsiliasi tersebut harus diperhatikan koreksi

audit BPK-RIyang ada (tahun 2005 s.d tahun 2009).

d. selisih hasil rekonsiliasi tersebut pada huruf a di atas harus

dikelompokkan sebagaimana telah diuraikan pada "pelaksanaan

rekonsiliasi Neraca Awal Pemprov per 1 Januari 2006" angka 1 huruf b di

atas.

a. Tim Inventarisasi SKPD melakukan rekonsiliasi antara hasil rekonsiliasi

tersebut pada angka 1 di atas dengan Daftar Inventaris Barang Daerah per

SKPDTahun 2006 (per 1 Januari 2006);

apabila Daftar tersebut tidak diperoleh, maka gunakan daftar yang ada

sekarang dengan cara mengelompokkan per tahun perolehan sehingga

diperoleh jumlah barang daerah per tahun atau cara lain sesuai kondisi yang

ada;

b. selisih hasil rekonsiliasi tersebut pada huruf a di atas harus dikelompokkan

sebagaimana telah diuraikan pada "pelaksanaan rekonsiliasi Neraca Awal

Pemprov per 1 Januari 2006" angka 1 huruf b di atas.

LAMPIRAN ; PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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pelaksanaan rekonsiliasi neraca Pemprov per 31 Desember 2009
Tim Inventarisasi Pemprov melakukan rekonsiliasi neraca Pemprov per 31

Desember 2009 dengan tahapan yang sama sebagaimana dimaksud pada

angka 3 tersebut di atas.

pelaksanaan rekonsiliasi neraca Pemprov per 31 Desember 2008
11m Inventarisasi Pemprov Sumsel melakukan rekonsiliasi neraca Pemprov per

31 Desember 2008 dengan tahapan yang sama sebagaimana dimaksud pada

angka 3 tersebut di atas.

11m Inventarisasi SKPD melakukan rekonsiliasi neraca 31 Desember 2008

dengan tahapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 4.

pelaksanaan rekonsiliasi neraca SKPDper 31 Desember 2007
11m Inventarisasi Pemprov melakukan rekonsiliasi neraca Pemprov per 31

Desember 2007 dengan tahapan yang sama sebagaimana dimaksud pada
angka 3 tersebut di atas.

11m Inventarisasi SKPD melakukan rekonsillasi neraca 31 Desember 2007

dengan tahapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di

atas.

pelaksanaan rekonsiliasl neraca Pemprov per 31 Desember 2007
11m Inventarisasi Pemprov melakukan rekonsiliasi neraca Pemprov per 31

Desember 2007 dengan tahapan yang sama sebagaimana dimaksud pada

angka 3 tersebut di atas.

a. 11m Inventarisasi SKPD melakukan rekonsiliasi antara hasil rekonslliasl

tersebut pada angka 3 di atas dengan Daftar Inventaris Barang Daerah per

SKPDTahun 2006 (per 31 Desember 2006);

Apabila Daftar tersebut tidak diperoleh, maka gunakan daftar yang ada

sekarang dengan cara mengelompokkan per tahun perolehan, sehingga

diperoleh jumlah barang daerah per tahun atau cara lain sesuai kondisi yang

ada.

b. sellslh hasil rekonsiliasi tersebut pada huruf a di atas harus dikelompokkan

sebagaimana telah diuraikan pada "pelaksanaan rekonsillasl neraca awal

Pemprov per 1 Januari 2006" angka 1 huruf b di atas.
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2) Pelaksanaan valldasl pencatatan dan pelaporan

Tlm Inventarlsasi Pemprov melakukan validasi atas hasH rekonslllasl yang telah
dHakukanpada tahap "Pelaksanaan rekonsillasi pencatatan dan pelaporan" tersebut di
atas dengan langkah sebagai berikut:
a. mengecek kembali hasll rekonslllasl yang telah dllaksanakan oleh TIm Inventarlsasi

Pemprovdan Tim lnventarisasi SKPDsebagalmanadimaksud pada angka 1 di atas.
Tahap pelaksanaan keglatan vafldasi Inl dapat dilakukan per tahun atau
disesuaikan dengan kondlsl lapangan. Pengecekkan dilakukan terhadap

permasalahan, antara lain, termasuk:
1. pengecekkan kesesualan total jumlah rupiah dengan sub total per kelompok

barang, jenis barang, objek barang atau rindan objek barang.
2. pengecekkan kesesuaian total jumlah satuan barang dengan sub total per

kelompok barang, jenls barang, objek barang atau rincian objek barang.
b. mengecek kembali hasll rekonsillasl yang telah dimasukkan kedalam database

program aplikasi SIMDA-BMD. Tahap pelaksanaan kegiatan validasl ini dapat
dllakukan per tahun atau dlsesualkan dengan kondisl lapangan. Pengecekkan
dllakukan terhadap permasalahan, antara lain, termasuk:
1. pengecekkan kesesuaian kode UPB,apakah ada penambahan atau pengurangan

yang tidak dikonfirmasl ke Tlm lnventarisasi Pemprov.

pelaksanaan rekonslllasl neraca SKPD per 31 Desember 2010

TIm Inventarisasl SKPD melakukan rekonsiliasi neraca 31 Desember 2009
dengan tahapan yang sama sebagalmana dimaksud pada angka 4 dl atas,
Dengan catatan neraca yang dlgunakan neraca per 31 Desember 2010 sebelum
hasll audit BPK-RI.

pelaksanaan rekonsillasl neraca Pemprov per 31 Desember 2010

Tim Inventarlsasi Pemprov melakukan rekonsiliasi neraca Pemprov per 31
Desember 2010 dengan tahapan yang sama sebagaimana dlmaksud pada
angka 3 tersebut di atas. Dengan catatan neraca yang digunakan neraca per
31 Desember 2010 sebelum hasHaudit BPK-Ri.

pelaksanaan rekonsiliasi neraca SKPD per 31 Desember 2009

TIm Inventarisasi SKPD melakukan rekonsifiasi neraca 31 Desember 2009

dengan tahapan yang sama sebagaimanadimaksud pada angka 4 di atas.
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Penerimaan Hibah atau Berita Acara Penerimaan Hibah. Selain itu, bila

diperlukan, harus dilakukan konfirmasi untuk mendapatkan nilai perolehan dan

surat kepemilikan;

4. Tim Validasi melakukan koreksi pembukuan barang inventaris tersebut melalui

Porgram Aplikasi SIMDA-BMDsetelah disepakati untuk dilakukan koreksi sambil

menunggu hasil tindak lanjut dari Tim Penilai Barang, Tim Penghapusan, Tim

Hibah. Koreksi tersebut dilakukan dengan memindahbukukan aset tetap ke aset

lain, karena aset tetap tersebut tidak digunakan untuk operaslonal Pemerintah

Provinsi, sebagaimana dijelaskan di atas.

3) Pelaksanaan inventarisasi fisik barang daerah
Untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta

akurat (up to date), harus melalui inventarisasi barang daerah. Barang yang akan

diinventarisasi adalah seluruh barang millk Pemerintah yang dapat dikelompokkan

berupa KeputusanData Pendukung dan peralatan yang diperlukan'')

2. pengeeekkan kesesuaian kode barang, apakah ada penambahan atau

pengurangan yang tidak dikonfirmasi ke Tim Inventarisasi Pemprov.

e. menindaklanjuti selisih hasil rekonsiliasi sebagai berikut:

1. terhadap selisih kurang nilai rupiah dan fisik karena hilang atau rusak berat, atau

sebab lainnya, maka dllakukan dengan proses pengusulan penghapusan barang

daerah oleh SKPD/Tim Inventarisasi kepada Tim Penghapusan Barang Daerah

Provinsi;

2. terhadap selisih kurang nilai rupiah dan fisik karena hibah, dilakukan dengan

proses pengusulan proses hibah kepada instansi/pihak terkait (Pemerintah

PusatjPemkabjPemkot/pihak lain) oleh Tim Hibah untuk disiapkan Surat

Keputusan Hibah oleh Gubernur atau meneari data pendukung pemberian hibah

(sebagaimana diuraikan pada Sub Bagian Kesatu dari Bagian Kedua-Tahap

Persiapan-angka 5 tr Penyediaan Data Pendukung dan peralatan yang

diperlukan") . Terhadap kondisi ini Tim lnventarisasi harus mengkonfirmasl

secara tertulis (bila diperlukan dapat dilakukan eek fisik) kepada instansljplhak

terkait untuk barang yang nilainya material, eontoh kendaraan bermotor.

Materlalitas ditentukan sesuai kebijak T1mInventarlsasi ini;

3. terhadap selisih lebih karena barang tersebut ada tetapi belum tereatat dalam

Daftar Inventarls Barang, maka dilakukan dengan proses pengusulan penllalan

barang daerah oleh Tim Penllal Barang Daerah Provlnsi.

Apabila selisih leblh tersebut disebabkan penerimaan hlbah yang belum tercatat,

maka harus mendasarkan pada data pendukung (sebagaimana diuralkan pada

Sub Bagian Kesatu Dari Bagian Kedua-Tahap Persiapan-angka 5 n Penyediaan
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c) Buku Inventaris Barang yang berada pada kuasa pengguna atau unit

pelaksanatekhnis yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi,

kemudian menggabungkan dengan Buku Inventaris dart semua Satuan

Kerjanya menjadi Buku Inventaris kuasa pengguna (UPTD). Dari Buku

Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulisasl.

semua pengguna/kuasa pengguna barang melaksanakan Inventarisasl barang

daerah dengan tahapan dlmulal dari Satuan Kerja/Sub Unit terendah (UPTD)

sebagai berikut:

1) Kuasa pengguna atau Unit Pelaksana Teknis Daerah

Setlap kuasa pengguna atau unit pelaksanateknls dinas menglsi :

a) Kartu Inventaris Barang (KIB).

- KIB A : ranah
- KIB B : Mesindarl Peralatan

- KIB C : Gedungdan Bangunan

- KID 0 : Jalan, Irigasi dan Jaringan KIB E : Aset Tetap Lainnya

- KIB F : Konstruksl dalam Pengerjaan

Sesuaidengan petunjuk pengislan KIB masing-masing rangkap 2 (dua).

b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut

ruangan masing-masing.

b. setiap SKPD/wilayah melaksanakan inventarisasi barang daerah dengan

mengisi KIBdan KIR.

dalam pelaksanaan pengumpulan data Inventarisasl barang daerah dimulal dart

satuan kerja terendah secara berjenjang.

sebagal berikut:

a. barang rnllik Pemerintah Provinsi;

b. barang milik/kekayaan Negarayang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi;

c. barang millk/kekayaan Pemerintah Provinsi yang dipergunakan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota;

d. barang milik/kekayaan Pemerlntah Provinsi yang dipergunakan oleh Pemerintah

Pusat.

e. Barangmilik/kekayaan Pemerintah Provinsi yang dipergunakan oleh Pihak lainnya.

Tahapan kegiatan inventarisasl

a. penyampaian formulir dan bahan kepada SKPD sampai kepada unit kerja

terendah;
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Masing-masing dicatat secara terplsah sesual pemilikan barangnya, kalau

ada di kuasa pengguna/UPTDtersebut, begitu juga KIB dan KIR.

PengisianKIB, KIR dapat menggunakan ProgramAplikasi SIMDA-BMD.

2) Pengguna barang (SKPD)

Setiap SKPDmengisl

a) Kartu Inventaris Barang (KIB).

- KIB A: Tanah

- KIB B : Mesln dan Peralatan

- KIB C : Gedungdan Bangunan

- KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan

- KIB E : Aset Tetap Lainnya

- KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan

sesuaidengan petunjuk pengisian KIB maslng-masing rangkap 2 (dua).

PengisianKIB, KIR dapat menggunakan program aplikasi SIMDA-BMD.

b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut

ruangan masing-masing. Pengisian KIB, KIR dapat menggunakan

program aplikasi SIMDA-BMD.

c) Buku Inventaris Barang yang berada di SKPDyang bersangkutan dalam

rangkap 4 dan setelah dilsl, kemudian menggabungkan dengan Buku

Inventaris dari semua kuasa pengguna/UPTD menjadi buku Inventaris

SKPD.Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya.

Lembar ke 4 disimpan dl SKPDsebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 sid

3 dikirimkan/disampaikan ke pengelola.

d) Buku Inventaris SKPD,yakni:

- Buku Inventaris BarangMilik Provinsisebanyak 3 rangkap.

Lembar ke 4 disimpan di kuasa pengguna/UPTD sebagai arsip,

sedangkan lembar ke 1 sid 3 dikirim/disampaikan ke SKPD yang

bersangkutan.

d) Buku Inventaris kuasapengguna/UPTD,yakni :

- Buku Inventaris Barang Daerah Propinsi sebanyak4 rangkap.

- Buku Inventaris BarangDaerah Provinsi sebanyak4 rangkap.

- Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 4 rangkap

(kalau ada).
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maslng-masing dicatat secara terpisah sesual pemilikan barangnya, kalau
ada di Kuasa. pengguna unit Setda Provinsi tersebut, begitu juga untuk

c) Buku Inventaris Barang yang berada pada kuasa pengguna Unit Setda
Provinsi dalam rangkap 3 (tiga ) barang-barang yang ada pada
Sekretariat Daerah dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dari
semua Satuan Kerja /Sub Unit Setda, Lembar ke 3 (tiga) dlsimpan di
Unit Setda sebagai arsip (Buku Inventaris Unit Setda), sedangkan lembar

ke 1 dan 2 dikirimkan/disampaikan ke pengelola/pembantu pengelola.

Tata cara pengisian diuraikan pada Bagian Keempat.

d) Buku Inventaris Unit/Satuan Kerja Setda Provlnsi yakni:

- Buku Inventarls Barang Millk Provlnsi sebanyak 3 rangkap

- Buku Inventaris Barang Milik sebanyak 3 rangkap.

- Buku lnventaris Barang millk/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap

(kalau ada).

Masing-masingdicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau
ada di SKPDtersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

3) Kuasa Pengguna pada Sekretariat Daerah Provinsi

Setiap Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah Provinsi mengisi
a) Kartu Inventaris Barang (KIB) :

- KIB A : Tanah

- KIB B : Mesin dan Peralatan

- KIB C : Gedung dan Bangunan

- KIBD : Jalan, Irigasi dan Jaringan

- KIB E : Aset Tetap Lainnya

- KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan

sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-maslng dalam rangkap 2

(dua). Tata cara pengisian diuraikan pada Bagian Keempat.

b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut
ruangan masing-masing. Tata cara pengisian diuraikan pada Bagian

Keempat.

- Buku Inventaris Barang Milik Provinsi sebanyak 3 rangkap.

- Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap
(kalau ada).

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68
TANGGAL : 29 OESEMBER 2010



-
16Pedoman Inventarl.a.1 aarang MlJlkOaerah

Pelaksanaan inventarisasi barsng daerah dapat disatukan dengan
Isbelisasi.

Daftar Rekapitulasl barang mllik Provlnsl, disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri.

c) Khusus untuk barang mllik Pusat dalam hal Ini Departemen Lain kalau

sudah ada aturan/petunjuk dari Departemen yang bersangkutan, maka

penggunajl<uasapengguna tidak perlu mencatat/menqinventarls barang

tersebut berdasarkan petunjuk ini, tetapi dllaksanakan sesuai dengan

petunjuk Departemen pemllik barang tersebut, dan dlkirimkan/ dilaporkan

kepada Departemen bersangkutan, dan tembusannya harus dlsarnpalkan

kepada Gubernur melalui Pengelolacq. Pembantu Pengelola.

d) Penyelesaian hasil inventarisasi barang milik daerah dengan

menyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada atasan.

Seluruh kegiatan pelaksanaan inventarisasi tersebut di atas dilakukan

dengan menggunakan program aplikasi SIMDA-BMD, kecuali formullr yang

dicetak. Pengisian KIB, KIR, Bl dapat menggunakan program aplikasi

SIMDA-BMD.

TIm Inventarisasl Pemprovmenerima :

a) Buku Inventaris dan SKPDProvinsi (termasuk UPTD).

b) Buku Inventaris dari Unit Setda Provinsi (Biro-biro).

Buku Inventaris tersebut di atas dikompilasi oleh TIm Inventaris Barang

Pemerintah Provinsi, dan akan diperoleh Buku Induk Inventaris Barang

Mlilk Provinsi.

Sedangkan Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh

Pemerintah Daerah disusun/dikompilasi dalam Bentuk Buku Inventaris

tersendiri.

4} Tim Inventarisasi Pemerintah Provinsi

KIB dan KIR. Tata cara pengisian diuraikan pada Bagian Keempat.
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6. Buku Induk Inventaris sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan saldo awal
pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun
berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Oaftar Mutasi

Barang (bertambah danjatau berkurang) dalam bentuk rekapitulasl barang milik
daereh,

7. Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada maslng-maslng SKPOsetiap
semester, dlcatat secara tertlb pada Laporan Mutasi Barang. Berlkut format dan tata

1. Kuasa pengguna barang menyampalkan laporan hasH Inventarlsasl UPTD kepada
pengguna (Kepala SKPO).

2. Penggunamenyampaikan laporan hasll Inventarisasi kepadaTim Inventarlsasi.

3. Tim Inventarisasi menghimpun seluruh laporan hasil inventarisasi darl masing­

masing SKPO,jumlah maupun nltal serta dlbuat rekapltulasinya.

4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dlgunakan sebagai bahan
penyusunan neraca daerah.

5. Hasil inventarisasi barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, di

rekap ke dalam buku inventarls dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya
pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadl buku induk
inventaris.

5. Laporan ini, disampaikan secara berjenjang.

6. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik

daerah secara akurat dan cepat dapat mempergunakan program apllkasl SIMOA­
BMO.

II. Prosedur Pelaporan

4. Laporan Barang Milik Oaerah ini dlgunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca
Pemerintah Provinsi.

3. Tim Inventarisasi menghimpun laporan tersebut menjadi Laporan Barang Millk
Pemerintah Provinsi.

2. Laporan ini disampaikan kepadaTim Inventarlsasl.

1. Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang hasil inventarisasi.

I. Gambaran Umum

Sub Bagian Ketiga
Dari Bagian Kedua

Tahap Pelaporan

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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CARAPENGISIANDAFTARLAPORANMUTASIBARANG:

a. Di bagian tengah atas dllsi :

• Komponen pemilikan barang misalnya :

Milik : Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat.

• Laporan Mutasi Barang agar disesuaikan :

Semester I tahun anggaran yang sedang berjalan (1 Januari sd 30 Juni 20 ...)

b. PadaSudut kiri atas, supaya dituliskan :

• NamaSKPD(Unit PemakaiBarang)

• Nama Provinsi
c. Laporan Mutasi Barang dibuat setiap Semester. Apabila dalam 1 (satu) semester

tidak terdapat mutasi barang (bertambah atau berkurang), laporan tetap dibuat
dengan mutasi NIHIL.

Catatan:
1. Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang, memuat semua jenis barang

menurut bidangnya yang ada pada unit/Satuan Kerja.

2. Laporan Mutasi Barang dibuatkan Rekapnya.

Ketmngan:
x) Sesuaikanpeng9unaannya
LM8adalah LMBper semester dr Saker/Unit kepada pembantu pengelola,
lO<} Komponenpemilik brg (Prop/Kab/Kota, Pemelintah Pusat)
xxx} ndak termasuk Thn pembelian/perolehan
lO(lO() Datanyadarl 8,L Atau dart LMBThn terakhlr
lO(lO(X} Data kolom 19 = 13 -15 + 17dan kolom 20 = 14·16 + 18

(. )
NIP ..

( )
Nip ..

PENGURUS8ARANG
Mengetahui
KEPALASKPO

HOMOR SPESDiKASI8ARANG Tahun Ukuran Jumi,h J.1UTASI/PERUBAHAN Jumlah (Akh") ~
Namal Merl< No.Sertifikiit/

AsaVCara Be6,/ Ilarang/ Kondi;i (Awol) xxxx) Ber1<urang Beltambah JOOO()()
No. Kode Reg~ PeroJehanPeroleh Koostrui<siSatu."!1(B,RR,
UrI Barang ter Jen~ Type pabrik/~asls/ Bahan 8arang RB) Jumlah Juniah JumlahJum~h

Barang Megn an (P,SP,O) Baran HargaBarang Harga 8arang Harga BarangHargal-
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KODE LOKASi ••..••..•.•.xxx}
SKl'O
KABUPATEN
PROVl1~SI

cara pengisian Laporan Mutasi Barang.

lAPORAfI MUTASI BARAflG x)
PROV /KAB/KOTA xx)
rAHUlI A1IGGARAfI••••

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68
TANGGAL : 29 DES EMBER 2010



. ,

8Pedoman Inv8nl.ri sas1Barang Mlilk Oaerah

- dengan neraca Pemerintah Provinsi yang telah diaudit BPK-RI untuk
tahun 2005 (per 31/12/2005) per SKPD.

- dalam melakukan rekonsiliasi tersebut harus diperhatlkan koreksi
audit BPK-Rl yang ada (tahun 2005 s.d tahun 2009).

b) selislh hasit rekonsitiasl tersebut pada angka 1 di atas harus
dikelompokkan dengan membuat daftar tersendiri sebagai berlkut:
a) kelompok selisih kurang nitai rupiah dan fislk karena hilang atau rusak

berat atau sebab lalnnya, maka ditakukan dengan proses pengusulan
penghapusan barang daerah:

b) kelompok selislh kurang nllat rupiah dan fisik karena hlbah atau

plnjam pakai, dilakukan dengan proses pengusulan proses hibah atau
pinjam pakai kepada lnstansi/plhak terkait (Pemerintah Pusat/
Pemkab/Pemkot/pihak lain);

c) kelompok selisih lebih karena barang tersebut ada tetapl belum
tercatat dalam Daftar Inventarls Barang dengan sebab penerlmaan

hlbah, maka dilakukan dengan proses pengusulan penilaian barang
daerah untuk yang belum ada nilainya atau konfirmasi kepada instansi
pemberi hibah untuk barang yang ada berita acara penyerahan
hibahnya.
Pengelompokkan tersebut harus mendasarkan pada data pendukung
(sebagalmana diuraikan pada SUB BAGIAN KESATU DARl BAGIAN
KEDUA- Tahap Persiapan-angka 5 " Penyediaan Data Pendukung dan

peralatan yang diperlukan") berupa Surat Keputusan Penerimaan
Hibah atau Serita Acara Penerimaan Hibah;

d) kelompok selisih lebih karena barang tersebut ada tetapi belum
tercatat dalam Daftar Inventaris Barang dengan sebab penerimaan
pinjam pakai.
Pengelompokkan tersebut harus mendasarkan pada data pendukung
(sebagaimana diuraikan pada SUB BAGIAN KESATUDARI BAGIAN
KEDUA- Tahap Persiapan-angka5 " PenyediaanData Pendukung dan
peralatan yang diperlukan") berupa Surat Keputusan Penerimaan
Pinjam Pakai atau Berita Acara Penerimaan Pinjam Pakai.

a. Kelompok barang tersebut diberi keterangan mengenai keberadaan
bukti kepemilikannya.

pelaksanaan rekonsiliasi Neraca Awal SKPD per 1 Januari 2006

Tim Inventarlsasl SKPD melakukan rekonsiliasi neraca awal SKPD dengan

tahapan sebagal berikut:

lAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR ; 68
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Setelah diisi seluruhnya , disebelah kanan bawah dlisl/dibubuhkan tanggat pencatatan,
dan ditanda-tangani oleh PengurusBarang dan diketahui oteh KepataSKPD.

8. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Bagian Aset Biro

Keuangandan Aset Daerah.

Diisi nomor urut dari setiap jenis barang, Nomor Urut 1,2,3 dan
seterusnya.
Kode Barang (lihat tabel Nomor Kode Barang)
Register diisi Nomor Register mulai 0001 dan seterusnya terhadap
barang yang sejenis, sama nomor kode barangnya maka nomor
registernya berurutan.
Diisi nama/jenls barang tersebut.
Diisi merek /type bila buatan pabrik, bila tidak dapat dikosongkan
/di strip (-).
Diisi sesuai data barang tersebut, seperti sertifikat untuk tanah,
Nomor Pabrlk/chasis/No. mesin untuk kendaraan atau buatan
pabrik.
Dlisi nama bahan misalnya : Kayu, Besi, Plastikdan lain-lain.
Asal/cara peroiehan seperti: dibeli, dibuat sendiri, hibah bantuan
atau sumbangan dan lain-lain.
Diisi tahun perolehan/pembelian atau pembuatan apabila tidak
diketahui dapat diperkirakan (untuk melengkapi Nomor Kode
Lokasi).
Diisi ukuran barang atau kontruksi, seperti Permanen , Semi
Permanen atau Darurat dan sebagainya.
Diisi satuan, seperti kg, buah, M2, bidang dan sebagainya.
Diisi kondisi /keadaan barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau
Rusak berat.
Diisi kondisi /keadaan barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau
Rusak berat
Selanjutnya dibuatkan daiam bentuk Laporan Mutasi Barang untuk
dilaporkan (cara manual)
Diisi mutasi/perubahan barang (berkurang atau bertambah)
selama satu semester (6 bulan) dan selama satu tahun.
Diisi jumlah akhir mengenai barang dan harganya yaitu data
jumlah awal, ditambah/dikurang selama satu semester atau
seiama satu tahun.
Jumlah akhir inilah yang menggambarkan besarnya barang
(Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat yang ada pada
Unit/satuan Kerja yang bersangkutan.
Diisi keterangan yang dipandang perlu, untuk menjelaskan kolom
yang kurang jelas,

Kolom 21

Kolom 19,20

Kolom 17,18

Kolom 15,16

Kolom 13,14

Kolom 11
Kolom 12

Kolom 10

Kolom9

Kolom 7
Kolom8

Kolom 6

Kolom4
Kolom 5

Kolom 2
Kolom 3

Kolom 1

Rekapitulasi ini tidak memuat jenis-jenis barang, tetapi hanya memuat per
Golongan 01 sid 06 (Tanah sid Konstruksi dalam pengerjaan) dan bldang barang
dari bidang 01 sid 19 (bidang tanah sid Hewan, Ternak dan Tumbuhan), jadi hanya
memuat pokok-pokoknya Golongandan bidang barang.

PENGISIANKOLOM-KOLOM

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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CARA PENGISIAN DAFrARMUTASIBARANG :
a. Di bagian tengah atas diisi :

• Komponen pemilikan barang misalnya :
Mllik : Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat.
• Daftar Mutasi Barang agar dlisi tahun bersangkutan misalnya :
2001 ( 1 Januari 20.. sid 31 Desember 20 ... )

b. PadaSudut kiri atas, supaya dituliskan :
• NamaSKPD(Unit PemakaiBarang)
• NamaProvinsi

c. Daftar Mutasi Barang (selama satu tahun ) dllaksanakan setiap 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan dan dibuatkan rekapnya dalam
3 (tiga) rangkap.

Ketel1lngen :
x) Se5llolk.n plnggune.nnye
OMS.doloh !.MBper IlIhun dr Soker/Unlt kepada pernbontu pongelolo (OPPKAD).
xx) Komponen pernlllk brg (Pnop/KobfKoto, Pornorlntah Pus.I)
xxx) Tldok termosuk Thn pembelionfperolehan
xxxx) Ootenvo dort B.L Ateu dan !.MB Thn terekhlr
xxxxx) 00111kolom 19 = 13· 15+17 dan kolom 20 = 14·16 + 18

( )
NlI' .

( )
NIJ> .

Pe'ICURUS BARANG
Mellljetllhul
KEPALA 510'0

NO~'OR SPESIFllCASIBARANG Tahun Ub",," Jumllh MUTASI/PERUBAHAN MI'" (Akh') ~Namal M .k No.Serttfikat/ Asa\lCIrl' BelV BaronoJ Kond~1 (Awal) xxxx) Be,lrul1lno Btltambah """"x)No. KodQ Regis
Jenls r:pe Pab,lIqChasl1/ Bahan

Perotehan Pero~h Konltruksl SaMn (B,RR,
Juntoh Jumllh lum~h JuntohUrt Bmng ttr Baring Mesin Bafolng an (P,SP,D) RB) Ba"", Haroa Barang Harga Baring Harg. Barong Hargal-

I 2 3 4 5 6 7 8 ~ 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21

KOoe lOKASI .JOO<)
SIO'O
KABUPAT~
PROVINSI

OAFTAA NlITASI BAAAHG x)
PROV/KNJ/KClTA xx)
TAHUllAlIGGAIWf ••••

9. Rekapitulasi seJuruh barang milik daerah (daftar mutasi) sebagaimana dimaksud
pada angka 10, disampalkan kepada Menteri DalamNegeri.

10.Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain

mencantumkan jenis, merek, type, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan
nllai barang.

Berlkut format dan tata cara penglslan Daftar Mutasi Barang dan Rekapitulasi Daftar
Mutasi Barang.

a. Dattar Mutasi Barang

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Dllsl nomor urut dari setlap jenls barang, Nomor Urut 1,2,3 dan
seterusnya.

Kode Barang (lihat tabel Nomor Kode Barang)
Register diisi Nomor Register mulai 0001 dan seterusnya terhadap

barang yang sejenis, sama nomor kode barangnya maka
nomor reglsternya berurutan.

Ollsi nama/tents barang tersebut.
Oilsi merek /type blla buatan pabrik, bila tidak dapat dikosongkan

/di strip (-).
Oiisi sesuai data barang tersebut, seperti sertiflkat untuk tanah,

Nomor Pabrik/chasis/No. mesin untuk kendaraan atau buatan
pabrik.

Oiisl nama bahan misalnya : Kayu, Besi, Plastlkdan lain-lain.
Asal/cara perolehan sepertl : dibeli, dibuat sendiri, hibah bantuan

atau sumbangan dan lain-lain.
Oilsi tahun perolehan/pembelian atau pembuatan apabila tidak

diketahui dapat diperkirakan (untuk melengkapi Nomor
Kode Lokasi).

Dltsl ukuran barang atau kontruksi, sepertl Permanen , Semi
Permanen atau Oarurat dan sebagainya.

Dllsl satuan, seperti kg, buah, M2, bidang dan sebagalnya.
Oilsi kondisi /keadaan barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau

Rusak berat.
Oilsi kondisi /keadaan barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau

Rusak berat
Selanjutnya dibuatkan dalam bentuk Laporan Mutasi Barang untuk

dilaporkan (cara manual)
Oiisi mutasl/perubahan barang (berkurang atau bertambah)

selama satu semester (6 bulan) dan selama satu tahun.
Oilsi keterangan yang dipandang perlu, untuk menjelaskan kolom
yang kurang jelas. OOSetelah dlisi seluruhnya r disebelah kanan

bawah diisi/dlbubuhkan tanggal pencatatan, dan ditanda­
tangani oleh Pengurus Barang dan dlketahui (disebelah kirl

Kolom 10

Kolom 11
Kolom 12

Kolom 13,14

Kolom 15,16

Kolom 17,18

Kolom
21D:DOiisl 0
keterangan
yang
dipandang

Kolom9

Kolom 7
Kolom8

Kolom6

Kolom4
Kolom 5

Kolom 2
Kolom3

Kolom 1

Rekap-rekap tersebut dikompilasi oleh Pengelola/Pembantu Pengelola Barang untuk
dibuatkan Rekapitulasi Induk dan dikirimkan/disampaikan kepada Menteri Oalam
Negeri, cq. Oirektur Jenderal BAKO.
catatan:
3. Oaftar Mutasi Barang, memuat semua jenis barang menurut bidangnya yang

ada pada unit/Satuan Kerja.
4. Oaftar Mutasi Barang, dlslrnpan di Biro/Bagian Perlengkapansebagai arsip.
5. Defter Mutasl Barangdibuatkan Rekapnya.
Rekapltulasi inl tidak memuat jenis-jenls barang, tetapl hanya memuat per Golongan

dari 01 sid 06 (Tanah sid Konstruksi dalam Pengerjaan) dan bldang barang darl
bidang 01 sid 19 (bidang tanah sid Hewan, Ternak dan Tumbuhan), jadi hanya
memuat pokok-pokoknya Golongan dan bidang barang.

PENGISIANKOLOM-KOLOM
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Penjela~ :
Daftar Mutasi Barang : Terhitung 1 Januari 20 .... sid 31 Desember 20 00" (setlap

tahunnya).

Kolom 21

(Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat yang ada pada
Unit/satuan Kerja yang bersangkutan.

Diisi I<eterangan yang dipandang perlu, untuk menjelaskan
kolom yang kurang jelas.

Setelah diisi seluruhnya , disebelah kanan bawah diisi/dibubuhkan tanggal pencatatan,
dan ditanda-tangani oleh Pengurus Barang dan diketahui (disebelah kiri bawah) oleh
KepalaSKPD.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG
a. Umum.

1) Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang per semester, datanya dari laporan Mutasi
per semester dimana tidak lagi dalam jenls-jenls barang tetapi dalam Golongan
(01 sid 06) dan Bidang Barang (Bidang 01 sid 19).

2) Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang per tahun, datanya dari Daftar Mutasi Barang
per tahun dlmana tidak lagi dalam jenls-jenis barang tetapi dalam Golongan (01
sid 06) Bidang Barang (Bidang 01 sid Bidang19)

Kelerangan
x) Rekapltulasl tsrsebut disesualkan menuru! penggunaannya

. Ulltuk semester (6 bin) disebut Rekapllulllsi LMB per 1 Januari sid 30 Junl 20..
• Untuk setlap thn dlsebut RekapitUlasi DMB (1Jan sid 31Des 20.. Thn berikutnya

xx) Komponen pemilik Brg (Prop, KablKota, Pemerintah PUSIlt).

( )
NIP .

( )
NIP .

PENGURUSBARANG
Mengetahul

KEPALA SKPD

...............
Keadaan MutasiIPerubahan selama Keadaan

No. Kode per 1 Jan 20 .. 1 Jail 20•. Sid 31 Des20 .. IDer31 Des20.. Ket.

Urt Got. Bidang Namll Bidllng Barang Jumlah Jumlah Berkuranq Bertambah Jumlah JumlahBarang Harga Jumlah Jumloh Jumlah JumlahBarang
I"buan) Barano Harga Barang Harga Barang HIlrga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 I 1 TANAH
2 2 PERALATANDANMESIN

2 Alat -atat Basar
3 Alat ...tat Angkutan

Alet·alat Bengkel dan Alat
4 Ukur

Aillt ...lat
5 PertanlnnlPeternakBn

Alat -alat Kantor dan Rumah
6 Tangga

Alet ...let Studio don
7 Komunlkasi
8 Alat ...lat Kedokteran
9 Aillt -e lllt laboratorlum
10 AIBt-a lal Keamanan

3 3 GEDUNGDANBANGUNAN
11 Bangunan Gedung
12 Bllngunan Monumen

JALAN, IRIGASI CAN
4 4 JARINGAN

13 Jalan dan JembatBn
14 Bangunall Alr/lrlgll51
15 In81alaol
16 Jarlngan

5 5 ASH TETAP lAINNYA
17 Buku Perpustaklllln

Barang Bercorak
18 KesenlanlKabudayaan

Hewiln Temak dan
19 Tumbuhan

KONSTRUKSIDALAM
6 6 PENGERJAAN

JUMLAH

REKAPITUlASI DAFTARMUTASIBARAHGxl
MILIK PROVIKABIKOTA. ..... xx)

TAHUN

SKPO
KABiKOTA
PROVlI'ISI
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Oiisi klasifikasi/golongan (01 sid 06)

Oiisi nomor Kode Bidang Barang 01 sid 19

Oiisi nama Bidang Barang, Tanah 01 sid 19 Hewan
Ternak dan Tumbuhan

Apabila ada Bldang Barang yang tidak ada, tetap diisl
dan dlkosongkanl dl strip (-) , jadl tetap 19 Bidang,
mulai dart Bidang 01 sid Bidang 19.

Oilsi keadaan per 1 Januarl 20.. yang datanya dari
hasil Inventarlsasi sebelumnya atau data dari Saldo
akhir tahun sebelumnya mengenai jumlah barang
dan jumlah harganya.

Oilsi Mutasi/perubahan selama 6 bulan atau selama 1
(satu) tahun, bertambah atau berkurang mengenai
jumlah barang dan jumlah harganya.

Oiisl keadaan per 31 Oesember 20.., untuk kolom 11
adalah data dari kolom 5 dikurangi 7 dltambah
kolom 9 (11 = 5 - 7 + 9), dan kolom 12 adalah
data dari kolom 10 (12 = 6 - 8 + 10).

Keadaan per 31 Oesember20.. adalah Saldo Akhir dan
merupakan Saldo Awal tahun berikutnya (1 Januari
200..) dan seterusnya setiap tahun.

Oiisi keterangan mengenai kolom-kolom sebelumnya
yang kurang jelas/yang perlu dijelaskan untuk tidak
menghambat pencatatan.

Oiisi nomor Urut percatatan ; 1,2,3 dst.

Kolom 13

Kolom 11, 12

Kolom 7, 8,9, dan 10

Kolom 5 dan 6

Kolom4

Kolom 3

Kolom 2

Kolom 1

3) Rekap-rekap ini dibuat oleh SKPO untuk memudahkan Pengelola/Pembantu
Pengelola untuk mengkompilasi dan membuat Rekapltulasl Induk agar dapat
mengetahui besamya/banyaknya barang atau jumlah kekayaanOaerah.

4) Laporan Mutasl Barang dan Oaftar Mutasi Barang tersebut tinggal di
Pengelola/Pembantu Pengelola dan setelah dikompilasi disampaikan kepada
Menteri Oalam Negeri (Oirektur Jenderal BAKO) dalam bentuk Rekapitulasi
Induk.

b. Pengisian kolom-kolom ;
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d. Pemasangankode barang dan tanda kepemilikan.

II. Pemberian Nomor Kode Lokasi

c. Penomoran register Barang;

b. Pemberian kode barang;

a. Pemberiannomor kode lokasi;

Tahapan pengkodean dilakukan dengan:

Dalam rangka keglatan inventarisasijinventarisasi barang daerah, setiap barang

daerah harus diberi nomor kode bagi yang belum ada atau yang sudah tidak sesuai

lagi dengan kondisi pada saat inventarisasi.

Kegiatan pengkodean barang milik daerah dilakukan pertama kall pada saat barang

ditetapkan status penggunaannya oleh Gubernur. Berdasarkan penetapan inl data

pengkodean telah lengkap sehingga kodefikasi barang dapat dilakukan.

3. Pelaksanaan

c. Barang milik Pemerintah Pusat (BM/KN) (kalau ada 00).

b. Barang milik Pemerintah Kabupaten/Kota (12).

a. Barangmilik Pemerintah Provinsi (11).

Kodefikasi kepemlilkan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai

berikut:

1. Gambaran Umum Kodefikasi

1. Kodefikasi

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris

milik Pemerintah Daerahyang menyatakan kode lokasl dan kode barang.

2. Tujuan Kodefikasi

Tujuan pemberlan kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan

kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada setiap pengguna.

Bagian Ketiga
Pedoman kodefikasi

Barang Millk Pemerintah Provinsi

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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1) SekwanjDPRD;

2) GubemurjBupatijWalikota;

3) Wakil GUbernurjBupati/Waliketa;

4) Sekretariat Daerah;

5) Bidang KimpraswiljPU;

6) Bidang Perhubungan;

5. Nemor Kode SKPD dibakukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan

memperhatikan pengelompokkan bidang yang terdiri dari 22 bidang, sesuai Tabel

Kode dan Nama Barang yaitu:

4. Nomor Kode urutan Kabupaten 13 (tidak terdapat daiam SK Menteri Dalam

Negeri).

3. Nomor Kode urutan Provinsi Sumatera Selatan 07.

2. Nomor Kode Lokasi terdiri 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah.

1. Nomor Kode Lokasi menggambarkanjmenjeiaskan status kepemillkan barang,

Provinsi, KabupatenjKota, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembellan

barang.

I , ': No Rr>i#i.\'of e, 'I

r .SUb""iloropoj \]iiiJ' I
tj:::'~·S..tt:~ill~I>'IAA¥@'1I!,I

Metode kodifikasi dapat digambarkan sebagai berikut.
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a. digit 1 dan 2, Kode komponen kepemilikan barang

Kode Pemilik
Barang
Kode Provinsi
KodeKab
Kode Bidang
Kode Unit
KodeTahun
Pembelian
Kode Sub Unit/
Satuan Kerja

~ ~ I 61 6 ICIeJ I 9110 1111 112 1113 114 I

:J I

angka atau digit nomor kode lokasi ditulls secara berurutan dalam suatu qarls

dater.

6. Contoh nomor kode iokasi.

22) Bidang BUMO.

19) Bidang Kepegawaian;

20) Bldang Penghubung;

21) Bidang Komunlkasi, informasi dan dokumentasi;

10) Bidang Kependudukan;

11) Bidang Pertanian;

12) Bidang Perlndustrian;

13) Bidang Pendapatan;

14) Bidang Pengawasan;

15) Bidang Perencanaan;

16) Bidang Lingkungan Hidup;

17) Bidang Pariwisata;

18) Bidang KesatuanBangsa;

7) Bidang Kesehatan;

8) Bidang Pendidikandan Kebudayaan;

9) Bidang Sosial;

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Barang yang tidak diketahui Tahun Pembelian/Perolehannya, supaya

dibandingkan dengan barang yang sama, sejenis, type, merk, bahan, cc dsb

Nomor Kode Tahun pembelian/pengadaan barang dituliskan 2 angka
terakhir (misalnya tahun pembelian/perolehan 1997, maka ditulis Nomor

Kodenya 97, tahun pembelian/perolehan tahun 2002 ditulis 02 tahun

2005 ditulis 05 dan seterusnya.

f. Digit 11 dan 12, Tahun Pembelian/Pengadaan/ Pembangunan.

Penetapan nomor urut kode unit/SKPDdi Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

Kode Unit merupakan penjabaran dari Bidang Tugas kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)sesual struktur organisasl dl Provlnsi.

e. Digit 9 dan 10, kode SKPD.

Kode bidang ini merupakan pengelompokan Bidang Tugas yang terdiri dari

22 bidang.

d. digit 7 dan 8, kode bidang

Untuk nomor kode Kabupaten /Kota yang baru dlbentuk dibakukan oleh

Gubernur dengan menglkuti urutan sesuai lahirnya undang - undang

Pembentukan Daerah Otonom baru dengan memperhatlkan/mengikuti

Nomor urut Kabupaten/ Kota yang dltetapkan Menteri Dalam Negeri.

Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah suatu Provinsi diberi Nomor

Kode mulai dari Nomor 01 dan seterusnya sampai sejumlah Kabupaten/Kota

dalam wilayah Provinsi tersebut.

c. digit 5 dan 6, Kode Kabupaten/Kota

Provlnsl dlberl Nomor Kode mulal darl Nomor 01 sampai dengan 33 (dstnya),

sesuai dengan jumlah Provlnsi yang ada.

b. digit 3 dan 4, Kode Provinsi.

3) BarangMilik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Nomor Kode 12.

2) Sarangmilik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Nomor Kode 11

1) Sarangmilik Pemerintah Pusatdengan Nomor Kode 00

Penulisankode komponen kepemilikan barang sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Apabila unit kerjanya keelI, sehingga barang yang ada diruangannya atau

dibawah kendalinya tldak banyak , maka subdinjbagian atau sub bidang

dalam satu SKPDdan unit kerja ini hanya memiliki satu gedung kantor, maka

tldak perlu dibentuk sub unit, sehingga sub unitnya berkode "00". ldentifikasi

lokasi subdinjbagian atau bidang diketahui dari Kartu Inventaris Ruangan

(KIR) sebagai penanggungjawab ruangan. Oleh karena itu sub unit inilah

yang dulu dikenal sebagai Unit PengurusBarang (UPB).

Contoh 1. Nomor Kode lokasi

Barang milik Daerah Provinsi yang berada pada Dinas Pendidikan

dipergunakan padaCabang Diknas Kabupaten dibeli pada tahun 2007.

Penetapan sub unltjsatuan kerja mempunyai konsekuensi administratif dan

material. Konsekuensi administratif mellputi kewajiban adanya penyimpan

barang dan pengurus barang dalam rangka menyelenggarakan admlnlstrasl

kuasa pengguna barang milik daerah. Konsekuensl material meliputi

tanggungjawab pengelolaan barang yang berada pada sub unltjsatuan

kerjanya.

Kode Sub UnitjSatuan Kerja untuk masing-masing SKPDdiberi Nomor urut

Kode sub unit sesuai struktur orqanlsasl perangkat daerah mulai dari Nomor

01 dan seterusnya sampai sejumlah sub UnitjSatuan Kerja dalam SKPD

tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Sub unitjsatuan kerja

ini secara struktural atau fungsional berada di bawah Satuan Kerja Perangkat

Daerah. Misal, unit kerja Dinas Kesehatanmempunyai sub unit Gudang Obat

dan Farmasi. Sedangkan sub dlnas (subdin) boleh dianggap satuan kerja

dengan pertimbangan banyaknya inventaris yang harus dikelola dalam satu

gedung kantor unitnya atau gedung kantornya plsah dengan kantor Dinas

Kesehatan, rnlsal Subdin Kesehatan Masyarakat, karena banyak menanganl

inventaris dinas atau gedung kantornya terpisah dengan Dinas Kesehatan,

maka dapat dijadikan sub unit.

g. Digit 13 dan 14, Kode Sub Unit/Satuan Kerja.

dan penetapan prakiraan tahun tersebut ditetapkan oleh Pengurus barang.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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- Kode Pemiiik Barang
(Pemerintah Provinsi)
- Kode Provinsi
(Sumsel)
- Kode Kab
- Kode Bidang
(Kesehatan)
- Kode Unit
(Dinas Kesehatan)
- KodeTahun
Pembellan (08)
- KodeSub Unit
( Tidak ada sub unit)

dipergunakan pada Dinas Kesehatandan dibeli pada tahun 2008.
yang berada pada Dinas Kesehatan

Kode Pemiiik Barang
(Pemerintah Provinsi)
Kode Provinsi
(Sumatera Selatan)
KodeKab
Kode Bidang
(Bid.Pendidikan dan Kebudayaan)

Keterangan :
12 KodePemilik Barang <= Milik Kabupaten
07 KodeProvinsi== Sumatera Selatan
00 KodeKabupaten/Kota
08 Kode8idang -=- BidangPendidikan dan Kebudayaan
01 KodeUnit <:= DinasPendidikan
07 KodeTahun Pembellan <= Tahun 2007
01 KodeSubUnit <= Lokasi pada Kantor Diknas (kode:OO),

Lokasidi bawah Kantor Diknas,misalkan UPTD:CabangDina!>
Diknas Provinsi pada lokasi Kabupaten/Kota (kode: 01 s.d••.••).

Contoh 2. Nomor Kode Lokasi
Barang milik Daerah Provinsi

Carapenu/isan : 12.07.13.08.01.07.00

Kode Unit
(Dinas Pendidikan)
KodeTahun
Pembelian (07)
Kode Sub Unit
( Cabdin Diknas
Provinsi)

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Keterangan :
12 Kode Pemilik Barang <== Milik Kabupaten
07 Kode Provinsi <== Sumatera Selatan
00 Kode Kabupaten-=
OS Kode Bidang <>== Pekerjaan Umum
02 Kode Unit == Dinas Cipta Karya dan Pengairan
08 Kode Tahun Pembelian <== Tahun 2008
01 Kode Sub Unit <== Cipta Karya

Carapenulisan : 1.1.07.13.00.02.08.01

[i8G2J I 1 I a I~ I 0 I 2 II 0 I 6 II0 I 1

Kode pemllik~ '"
Barang (Provinsi)
KodeProvinsl (Sumatera.
Selatan)
KodeKab
Kode Bidang
(Bidang Pekerjaan Umum)
Kode Unit
(Dinas Clpta karya dan
Pengalran)
KodeTahun Pembelian ~ __j

(2008)
KodeSub UnitjSatuan ~ _J

Kerja (Cipta Karya)

Barang Milik Daerah Provlnsi berada pada Bidang Pekerjaan Umum di Unit

Dinas Cipta Karya dan Pengalran sub unit Cipta Karya, dlbeli/dlperoleh tahun

2008.

Contoh 3 . Nomor Kode Lokasi

08 Kode Tahun Pembelian= Tahun 2008
01 Kode Sub Unit <== Tidak terdapat sub unit

Dinas KesehatanKode Unit <>==02

Keterangan :
12 Kode Pemilik Barang == Milik Provinsi
01 Kode Provinsi <== Sumatera Selatan
00 Kode Kabupaten
07 Kode Bidang= Kesehatan

Campenulisan : 11.07.13.07.02.08.01

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Untuk mengetahui Nomor Kode Barang dari setiap jenls dengan cepat, perlu

2 angka di depan/dlcari Nomor Kode Golongan Ba@ngnya. kemudian baru

dicari Nomor Kode Bldang, Nomor Kode Kelompok, Nomor Kode Sub

Kelompok, Nomor Kode Sub-Sub Kelompok/jenis barang dlmaksud.

g. Contoh PenomoranKode Barang

f. Nomor Register pencatatan barang terdiri dari 4 digit

e. KodeSub - sub Kelompok Barang terdiri dati 2 digit

d. KodeSub - Kelompok Barang terdiri dati 2 digit

c. KodeKelompok Barang terdlrl dar! 2 digit

b. KodeBidang Ba..ang terdirl dar! 2 digit

a. xode Golongan Barang terdlrl dart 2 digit

4. Nomor kode barang terdlrl atas 14 (empat belas) digit Yang tersusun berurutan ke

belakang dibawah suatu garis lurus sebagal berikut:

3. Nomor Kode golongan, bldang, kelompok, sub kelompok dan Sub-Sub

Kelompok/jents barang sebagaimana tercantum dalam Tabel Kode dan Nama

Barang.

2. Penggolongan barang terbagi atas Bldang, Kelompok, Sub Kelompok dan sub-sub

Kelompok/Jenis Barang.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan. ( KIB F )

e. Aset Tetap Lainnya (KIB E )

d. Jalan,Irigasi dan Jaringan (KIB D )

c. Gedung dan Bangunan (KIB C )

b. Meslndan Peralatan (KIB B )

a. Tanah (KIB A )

1. Nomor Kode barang diklasifikasikan ke dalam 6 (golongan) yaitu:

Ill. Pemberian Nomor Kode Barang

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Cars PeJ1ul/$sn : Ot.01..11..04.01.oo00

1. Nomor kode 01; nemer kode 9Olongan tanah

2. Nomorkode 01; NomorKode bidang tanah

3. Nomor kode 11; Nomor kode Kelompok Tanah untuk
bangunan

4. Nomor kode 04; nomor kode sub kelompok tanah untuk
bangunan tempat kerja

5. Nomor kode 01; nomor kode sub·sub kelompok tanah
bangunan kantor Pemerintah;

6. Nomor kodeRegister.

Kode Sub Kelompok
(Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja),
Kode 04
Kode Sub-sub Kel.
( Tanah Bangunan Ktr Pemerlntah)
Kode 01
Nomor Kode Register

0101010
kode Golongan
(Tanah ) kode 01
Kode Bldang
(Tanah) Kode 01
Kode Kelompok
(Tanah untuk Bangunan)'-<E- ......J

Kode 11

TanahBangunan Kantor Pemerintah

Contoh1, KIBA ( Tanah)

LAMP'RAN : PERATUAAN GUBERNUR SUMATERA SElATAN
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t:ara Penulisan : 02.03.01.01.02.0000

1. Nomor kode 02; nomor kode mesin dan peralatan

2. Nomor kode 03i nomor Kode bidang Alat-alat Angkutan

3. Nomor kode 01; Nomor kode Kelompok Alat Angkutan Darat
bermotor

4. Nomor kode 01; nomor kode sub kelompok Kendaraan dinas
perorangan

5. Nomor kode 02; nomor kode sub-sub kelompok Jeep

6. Nomor kode Register.

G2]G2J 1011 1QE]1 0 1211 0 10 10 10
kode Golongan J I
( Mesin dan Peralatan ) k~
Kode Bidang
( Alat-alat Angkutan) KO~~ __i

Kode Kelompok
(Alat Angkutan Darat Ber·@C:tm)L- __j
Kode 01
KodeSub Kelompok
(Kendaraan Dinas Perorangan),
Kode01
KodeSub-sub Kel.
( Jeep)
Kode 02
Nomor Kode Register

Contoh 2, KIB B ( Mesln dan Peralatan )

Kenda."aanJeep

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Cara Penulisan : 03.11.01.06.01.0000

1. Nomor kode 03; nomor kode gedung dan bangunan

2. Nomor kode 11; nomor Kode bidang bangunan gedung

3. Nomor kode 01; Nomor kode Kelompok bangunan gedung
tempat kerja

4. Nomor kode 06; nomor kode sub kelompok bangunan
kesehatan

5. Nomor kode 01; nomor kode sub-sub kelompok bangunan
Rumah Sa kit Umum

6. Nomor kode Register.

~ ~ 1011 II 016110 11 II 0 10 10 10

kode Golongan j I
( Gedung dan Bangunan ~
Kode Bidang
( BangunanGedung) Ko~e-"l",,- _,
Kode Kelompok
(Bangunan Gedung Teml~;__ _.J

Kerja) kode 01
KodeSub Kelompok
(Bangunan Kesehatan),
Kode 06
Kode Sub-sub Kel.
( Bangunan Rumah Saklt Umum)
Kode 01
Nomor Kode Register

Contoh 3, KlB C ( Gedung dan Bangunan )

Bangunan Rumah Sakit Umum

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Contoh 5, KIB E ( Aset Tetap Lainnya )

Cara Penulisan : 04.13.02.02.0J.0000

1. Nomor kode 04; nomor kode lalan, Irigasi daan laringan

2. Nomor kode 13; nemor Kode bidang Jalan dan Jembatan

3. Nomor kode 02i Nomor kode Kelompok Jembatan

4. Nomor kode 02; nomor kode sub kelompok Jembatan
Provinsi

5. Nomor kode 01i nomor kode sub-sub kelompok Jembatan
Beton

6. Nomor kode Register.

~ ~ 1012 II 01 211 0 11 II 0 10 10 10

kode Golongan J I
(Jalan,Irigasl dan Jarjnga~
Kode Bidang
( Jalan dan Jembatan) ,~d""e,-,,1..,.,3'--__ _j

Kode Kelompok
(Jembatan)
Kode 02
Kode Sub Kelompok
(Jembatan Provinsi),
Kode 02
Kode Sub-sub Kel.
( Jembatan Beton)
Kode 01
Nornor Kode Register

Contoh 4, KIB D ( lalan, Irigasi dan laringan )

Jembatan Beton Provinsi
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1. Barang milik Pemerintah Provlnsi berupa mobil Station Wagon dibeli pada

tahun 2007, dipergunakan pada Sekretariat DPRD bagian rlsalah dan

Cara penulisan nomor Kode Unit dan Nomor Kode Barang :

Nomor urut pencatatan untuk setlap barang yang spesifikasl, type, merk, jenis

berbeda, maka nomor registernya dicatat tersendiri untuk masingmaslng barang.

Nomor register merupakan nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan

terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harganya sama seperti

meja dan kursi jumlahnya 150, maka pencatatannya dapat dilakukan dalam suatu

format pencatatan dalam lajur register, ditulis: 0001 sid 0150.

IV. Pemberian Nomor Register Barang

Cars Pellulisan: 05.1.8.01..03.02.0000

1. Nomor kode 05; nomor kode Aset Tetap Lainnya

2. Nomor kode 18; nomor Kode bldang Barang Bercorak
Kebudayaan

3. Nomor kode 01i Nomor kode Kelompok Barang Bercorak
Kebudayaan

4. Nomor kode 03i nomor kode sub kelompok Kesenian

5. Nomor kode 02i nomor kode sub-sub kelompok Alat Musik
Nasional/Daerah

6. Nomor kode Register.

GJ~ 1011 II 013110 1211 0 10 10 10

kode Golongan J I
( Aset Tetap Lainnya ) k~
Kode Bidang
(Barang Bercorak Kebud~!'!!!"!"'-- __ ___j

Kode Kelompok
(Barang Bercorak Kebud~Iall;~ ..J
Kode 01
Kode Sub Kelompok
(Alat Kesenian),
Kode 03
KodeSub-sub Kel.
( Alat Musik NasionaI/DaEl@~-------------­
Kode 02
Nomor KodeRegister

Alat Musik Nasional/Daerah

LAMPI RAN ; PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

02.08.01.12.15.0001

11.00.13.07.01.08.03

4. Barang milik Pemerlntah Provinsi berupa Prematur infant Incubator dibeli pada

tahun 2008, dipergunakan pada Dinas Kesehatan, pada Bldang Bina Kesehatan

Masyarakat dan promosi kesehatan, Prematur infant Incubator yang kesatu.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

02.06.04.01.05.0003

11.00,13,15.01.08.00

3. Barang mltik Pemerlntah Provlnsl berupa Meja Kerja pejabat eselon II dibeli pada

tahun 2008, dipergunakan pada Badan Perencanaan pembangunan (BAPPEDA)

bldang sekretariat, meja yang ketiga.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

02.03.01.05.01.0010

11.00.13.04.00.08.12

2. Barang milik Pemerintah Provinsi berupa motor roda dua dlbell pada tahun 2008,

dlpergunakan pada Sekretariat Daerah Biro Umum dan Perlengkapan, motor yang

kesepuluh. Dengan catatan: Biro Umum dan Perlengkapan merupakan unit

pengurus barang millk Sekretariat Provinsi dengan konsekuensi sebagaimana

dijelaskan dalam penjelasan kode lokasl berupa Digit 13 dan 14, Kode Sub
Unit/Satuan Kelja.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

02.03.01.01.03.0001

11.00.13.01.00.07.01

perundang-undangan mobil station wagon yang pertama .
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NOMOR : 68
TANGGAL : 29 DESEMBER 2010



39PeeI","an Inll&nll" ... 1Baring Milik Oaerah

5. Kode Barang dan tanda kepemilikan Rumah Dinas dicantumkan pada sebuah

papan yang berukuran 15 x 25 em, sedangkan untuk tanah kosong pada sebuah

papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60x100 em.

4. Kode Barang dan tanda kepemillkan untuk kendaraan bermotor lainnya

ditempatkan di tempat yang mudah dilihat.

3. Kode Barang dan tanda kepemlfikan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)

ditempatkan pada baglan badan yang mudah dilihat.

2. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk Kendaraan BermotorRoda 4 (empat)

dltempatkan di bagian luar yang mudah dilihat.

1. Kode Barang dan tanda kepemilikan harus dicantumkan pada setfap barang

Inventaris, kecuali apablla ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya,

cukup dleatat dalam BI, KIBdan KIR.

3. Dalam rangka tertlb admlnlstrasl pengelolaan barang mlilk daerah yang cepat dan

akurat, Pemerintah Daerah menerapkan aplikasi Inventarisasi melalui Sistem

Informasl Manajemen Barang Daerah (SIMDA-BMD).

VI. Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan

2. Tidak termasuk barang mllik daerah tersebut di atas yaltu barang usaha/barang

yang dlperdagangkan sesual dengan bldang usaha darl Perusahaan Daerah

tersebut.

1. Cara pencatatan dan pemberian Nomor Kode bagi barang yang belum ada Nomor

Kode jenis barangnya, supaya mempergunakan Nomor Kode jenis barang "Lain­

lain" darl Sub kelompok barang yang dlmaksud atau dlbakukan oleh Kepala

Daerahmaslng-masing dengan mengikutl nomor urut jenls barang lain-lain.

V. Lain-lain

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

03.11.01.13.01.0001

11.00.13.05.01.07.01

5. Barang mllik Pemerintah Provinsi berupa Gedung Pos Jaga Permanen dlbangun

pada tahun 2007, dlpergunakan di Dinas Pekerjaan Umum, pada Bidang Jalan,

Gedung PosJaga yang kesatu.

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Kolom 1 Nomor urut pencatatan

b. Tata CaraPengisianFormat KIB A (Tanah)

Tata cara PengisianKartu Inventaris Barang A (Tanah)
KIB-A (Tanah) terdiri darl 14 kolom. Sebelum kolom-kolom tersebut, diisikan
dulu pada sudut kiri atas nomor kode lokasi (lihat Tabel Kode Lokasi).
Uhat Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah

( )
RlP .

( )
RlP .

PSIGURUSBARAlIG
NElIGlTAIfUI
ICEPAlASKPD

................, _ .,.

1110. IJenIs !fomor was 11I11un Letak/
HakSta~~ ..Ha~Rp:II."", barang ~::~-." (M2) pengo· ",""I usul IKet

daan Iliomor
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 114

110. KOOE lOlCASI: •...... _ .

ICAR1U1IMIfTARIS lIAfIAIlG (laB)
A. TAlIAH

Format Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E, F, dan KIR serta tata eara penglsiannya

diuraiakan sebagai berikut.

1. Format dan Tata CaraPenglslanKIB - A (Tanah)
a.Fonnat KIB A (Tanah)

Bagla" Keempat
Formullr BarangMllik Pemerintah Provinsi

d. tinggi huruf 2 em.

e. gambar lambang Oaerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 em.

b. panjang 25 em.

a. lebar 15 em.

6. Pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan rumah dlnas daerah

dicantumkan pada tembok rumah bagian depan shinga tampak nyata dari jalan

umum/yang berbentuk papan keeil dengan ukuran:

LAMPlRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Asal Usul.
Pada kolom 12 tuliskan asal usul perolehan dari barang
tersebut.
Misalnya:

a. dibeli
b. Hibah

Kolom 12

- Perkampungan
- Taman
- Perkebunan
- Sawah
- dan sebagainya.

Misalnya :

Penggunaan.
Pada kolom 11 dituliskan dengan jelas peruntukan dari
tanah tersebut dalam kolom 1.

Kolom 11

Kolom 10

Tanggal Sertitlkat.
Pada kolom 9 tuliskan tanggal dlkeluarkannya Sertifikat dari
tanah tersebut.
Nomor Sertifikat
Pada kolom 10 tuliskan Nomor Sertifikat dari Tanah
tersebut.

Kolom9

Kolom 3
Koiom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7

Jenis Barang/Nama Barang.
Pada kolom 2 dituliskan dengan jelas jenis tanah yang
merupakan barang inventaris
Contoh : - Tanah Perkantoran

- Tanah Perkebunan,
- Tanah Tegalan,
- Tanah Hutan,
- Tanah Taman
- Dan sebagainya.

Nomor Kode Barang (lihat Tabel Kode Barang)
Nomor Register
Luas tanah
Tahun pengadaan tanah
Letak/Alamat.
Pada Kolom kolom 7 tuliskan letak alamat lengkap lokasl
dari tanah tersebut.
Contoh : Jalan Kayu Jati II Rawanqun atau nama
Kelurahan, kecamatan/Nama Kota dan sebagainya.
Untuk kolom 8 Hak Pakal atau Hak Pengelolaan.
Yang dimaksud dengan Hak Pakal adalah apabila tanah
tersebut dlpergunakan langsung menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsipemerintahan.
Sedangkan Hak Pengelolaanadalah apabila Tanah tersebut
dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi

Kolom 8

Kolom 2

lAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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1.···.·.. ···························1
NIP .

1.. · ···· ······ ·····.. 1
NIP ..

PEIIGURUS BARANG

IdENGETAHUI

KEPALA SKPO

110. Kod. Noma Sarong! Nomo! Mortl Ukuron} Bahan Tahun Ilornor Alii u..,1 He'll" Ket
UrtJ1Sar.ng Jenl. Sarang Registe Type CC Pombellan Ca",

Pabrlk Rangka Me:lin Poll," BPKB perolehon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO. KOOE LOKASI: ......

Namun dalam rangka Inventarisasi barang Daerah, untuk mendapatkan
data/harga yang wajar, dapat dengan harga pada saat dllaksanakan
InventarisasiBarangDaerah, seperti :

1) UntuktanahberdasarkanHargaUmumtanahatau N.lOPsetempat.
2) Untukbangunan berdasarkanHargastandar dari Dlnas PU.

2. Fonnat dan Tata Cara Penglsian KIB - B (Peralatan dan Mesin)
a.Format KIB B (Peralatan dan Mesin)

KARTU INVENTARlS BARANG (KIB) 8
PERAlATAN DAN MESIN

Penlelasan :

a. Apabilaada data tanah yang tidak jelas, dapat diisi ke dalamkolomatau
lajur maka untuk tidak menghambat pencatatan (InventarisasiBarang
Daerah), kolom atau lajur tersebut dapat dlkosongkan atau di strip,
kecuali2 (dua) hal yangtldak bolehdikosongkandan harus ditaksir atau
diperkirakan,yakni :

a) TahunPerolehan,karenatahunperolehantermasukdalamKodeLokasi.
b) Harga, oleh karena menyatakan/menggambarkanbesarnya aset/

kekayaan yang ada pada SKPD, dan menggambarkan seluruh
aset/kekayaandanmasing-masingDaerahProvlnsi.

b. Khusus mengenai harga, yang dilsi/dicantumkan Harga Beli/sesuai
ketentuanyangberlaku.

Kolom14

Harga
Pada kolom 13 dituliskan nilai pembelian dari tanah
tersebut atau perkiraan nitai tanah tersebut apabila
berasal darl sumbangan/hibah,pembukaan hutan dan
sebagalnya.
Keterangan.
Pada kolom 14 tuliskan keterangan yang dlanggap
perludan yang berhubungandengantanahtersebut.

Kolom13

c. Dansebagainya.

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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besaran layar,spesifikasi
Contoh: • Mobil: 2000 cc
- Komputer : dengan

kapasitas, dan sebagalnya

Kolom 2

Nornor Urut.
Pada kolom 1 tuliskan Nomor Urut dart setiap jenis barang.
Nomor Kode Barang.
Pada kolom 2 tuliskan Nomor Kode Barang yang
bersangkutan

Kolom 3 Nama Barang/Jenls Barang.
Pada kolom 3 tullskan jenis barang atau nama secara
jelas seperti; Kendaraan, Alat Besar, Mesin n~Filling
Cabinet dan sebagainya.
Untuk barang-barang yang mempunyai nomor pabrik, cera
pencatatannya harus satu persatu.
Jadi satu baris untuk satu barang seja, sedangkan barang­
barang yang tldak mempunyal nomor pabrlk seperti : Kursi,
Meja dan sebagalnya dapat digabungkan dalam satu baris
dengan syarat bahwa barang tersebut mempunyal
karakterlstlk yang sama (ukuran, nahan baku, tahun
pembelian dan sebagainya).

kolom 4 Nomor Register.
Pada kolom 4 tuliskan nomor register dari barang yang
bersangkutan.
Dalam hal KIB In! dipergunakan untuk mencatat lebih dari
satu barang yang sejenls , diberi nomar register mulai dari
0001 sid nomor register terakhir dari barang dimaksud.

Kolom 5 Merk/Type
Pada kolom 5 tuliskan rnerk dan type barang yang
dimaksud. Apabila tidak ada typenya kolom Ini dlberi tanda
strip (-).
Contoh: - Mobil; merk Toyota Kijang dengan type LGX

Komputer: Merek IBM dengan type Pentium 4, dan
sebagainya

Kolom 6 Ukuran/CC
Pada kolom 6 tuliskan ukuran atau cc dari barang yang
bersangkutan, kalau tidak ada ukurannya diberi tanda strip
(-)

Kolom 1

b. Tata Cara Penglsian KlB-B Mesin dan Peralatan
PadaKIB ini terlebih dahulu diisikan nomor kode lokasi pada sudut kir; atas.
KIB ini dlpergunakan untuk mencatat :
Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu, Alat Angkutan
Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung
Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Nat Angkut Bermotor Udara,
Alat Bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat
kedokteran, alat laboratorium, dan lain-lain sejenisnya.
KIB inl terdiri dari 16 kotorn yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Kolom 15

Kolom 14

Kolom 13

Kolom 12

Kolom 11

Kolom 10

Kolom 9

Kolom8

Bah an.
Pada kolom 7 tuliskan dari bahan apa barang yang
bersangkutan dibuat.
Apabila bahan yang digunakan lebih dari 1 (satu) macam,
maka tuliskan bahan atau bahan yang paling banyak
dlgunakan.
Contoh : Besi (untuk filling cabinet).

Besi,Plastik(untuk kursl).
Tahun Pembelian.

Pada kolom 8 tullskan tahun pembelian dari barang yang
bersangkutan, Apabila tidak dlketahul tahun pembeliannya
supaya tuliskan tahun penenmaan/ unit pemakaiannya.
Nomor Pabrik.
Pada kolom 9 tuliskan nomor pabrlk barang yang
bersangkutan. Apabila tidak diketahui nomor pabrik maka
kolom ini diberi tanda strip (-).
Nomor Rangka.
Pada kolom 10 tullskan Nomor Rangka/Chasis dart alat

Angkutan yang bersangkutan kalau tidak ada nomor chasls
berlkan tanda strip (-).
Contoh : K.357608 dan sebagainya.
Nomor Mesin.
Pada kolom 11 tullskan Nomor Mesin dart Alat Angkutan
yang bersangkutan, nomor ini dapat dillhat pada Alat
Angkutan yang bersangkutan pada faktur /kwltansi
pembellannya, kalau tldak ada nomor mesin berikan tanda
strip Co).
Nomor Polisi.
Pada kolom 12 tuliskan nomor pollsi Alat Angkutan
yang bersangkutan.
Contoh : B 8165 LEdan seterusnya.
Untuk janis Alat Angkutan tertentu yang tidak mempunyai
Nomor Polisi, maka kolom ini diberi tanda strip (-).
BP KB.
Pada kolom 13 tuliskan nomor BPKB.
Asal-usul,
Pada kolom 14 tuliskan asal usul dari barang yang
bersangkutan.
Contoh : Pembelian, hadiah dan sebagainya.
H a r 9 a.
Pada kolom 15 tuliskan harga barang yang bersangkutan
berdasarkan factur/kuitansi pembelian apabila barang
yang bersangkutan berasal dari pembelian.
Apablla barang yang bersangkutan berasal dari
sumbanganj hadiah supaya diperkirakan dengan harga
yang wajar.
Pencatatannya dalam ribuan rupiah.
Contoh: Suatu barang harganya :

7Kolom

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68
TANGGAL : 29 OESEMBER 2010



45Pedoman In1lll018,I8aaiSa,ang Milik O•• ran

Oiisl nomor urut
Jenis Barang / nama Barang
Padakolom 2 tuliskan jenls gedung/monumen.
Pengisian tentang Gedung diartikan sebagai bangunan yang

berdlri sendlrl atau dapat pula merupakan suatu kesatuan
bangunan yang tidak dapat dlplsahkan.

Misalnya:
Gedung Kantor Gubernur, Olah Raga, Monumen dan

sebagainya.
Oilsi Nomor Kode BarangKolom 3

Kolom 1
Kolom 2

b. Tata cara Penglslan KIB-C (Gedung dan Bangunan)
Pada KIB-C Gedung dan Bangunan, terlebih dahulu dilsikan Nomor Kode
Lokasl pada sudut kin atas.
KIB ini dipergunakan juga untuk mencatat setiap bangunan gedung dan
bangunan monumen.
KIB Gedung dan Bangunan ini terdiri dan 17 kolom yang cara pengisiannya
adalah sebagai berikut :

( )
NlP ..

( )
NlP ..

I.IENGETAHUJ
IC£PAlA SlCPO

110 Jen" Borangl "omor Kondisf KontruksJ Ba"QuOII LUIS Leta'" Ookwnen Gedun fJomor
Urt Uflrna IlaranQ KodQ Register bangunan IIortIngkot B<ltOfl' La"tal Lokasi ntngg:11 Homor lU3S Smw. kod. 1\$;11 H.uV~Ket.

baraoo II IC8All 11d.k Ud.k 'N2} Alamat INa Tanlh "'Mh "5\1'
~ 2 J 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 l' 15 16 17

KAKlU lIMilfTAIUS BAAAlIG(lOB) C
GEIMIG ON' 8AH<iUIWI

110. KODE LOICASJ :

3. Format dan Tata cara Pengislan KIB - C (Gedung dan Bangunan)
a. Format K1B- C (Gedung dan Bangunan)

Kolom 16

• Rp 253.200,- maka pada kolom Ini dituliskan 253.

• Rp 253.750,- maka pada kolom lnl dituliskan 254.

Keterangan.
Pada kolom 16 tuliskan keterangan yang dianggap perlu

yang ada hubungannya dengan barang yang bersangkutan.
Contoh: Olplnjamkan dan sebagainya.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dlbubuhkan tanggal
pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang (penyesuaian) dan
dlketahui (kiri bawah ) oleh KepalaSKPO(penyesuaian).
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Dokumen Gedung.
Yang dlmaksud dengan dokumen gedung dapat berupa
surat-surat pemilikan.
Seperti : Sertiflkat alas tanah bangunan gedung, Surat
Ijin Bangunandan sebagalnya.
Pada kolom 10 dllsikan tanggal dikeluarkannya dokumen
tersebut dl atas, sedangkan pada kolom 11 diisikan
Nomor Dokumen.

Tanah Bangunan
Pada kolom 12 tullskan luas dari tanah bangunan dengan
ukuran M2, dengan bilangan bulat.
Kalau memang ada batas maka bisa digunakan sebagal
dasar perhltungan luas tanah bangunan.
Pada kolom 13 lstkan status tanah dari tanah bangunan
tersebut dapat berupa :

a. Tanah milik Pemda

b. Tanah Negara (Tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara).

c. Tanah Hak Ulayat (Tanah masyarakat Hukum Adat)

Diisi Nomor Register
Kondis!Bangunan.

Pada kolom 5 tullskan kondlsl dari pada bangunan
gedung/bangunan monumen pada saat pelaksanaan
Inventrisasi.
Kondisi fisik bisa dalam keadaan balk, rusak ringan, rusak
sedang dan rusak berat.

Konstruksi Bangunan.
Pada koiom 6 tullskan "bertlnqkat" apabila bangunan
tersebut bertingkat.
Seballknyajika tidak bertingkat tuliskan "tldak".'

Pada Kolom 7 tuliskan : beton" apabila bangunan tersebut
seluruhnya berkonstruksi beton. Sebaliknya apabila tidak
berkonstruksi beton isikan "tidak"

Luas lantai ( M2 )
Padakolom 9 tuliskan luas dari bangunan yang tercantum
dalam kolom 1, dengan bilangan bulat.
Perhitungan luas lantai tersebut termasuk luas teras dan
untuk gedung bertingkat dihltung darl luas lantal satu dan
dljumlah dengan luas lantal bertingkat berikutnya.

Letak/lokasi.
Pada kolom 8 tuliskan letak/alamat lengkap lokasi dari
bangunan tersebut.
Misalnya: - JI. Merdeka Selatan 8-9

- JI. PemudaNo.9
- JI. PahlawanNo. 18 dan sebagainya.

Kolom
12,13,
14

Kolom tn­
II

Kolom9

Kolom8

Kolom 7

Kolom 6

Kolom 4
Kolom 5
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( )
IUP .

( )
IIIP ..

110. - II 0 .. 0 r - Ito_ I::; KondlsiBDrang/fl:ama KootnJlcsl Panjang LAobor Luas let3k/ s"'.... Marga
Urt Reglster (11m) (M) (M2) Io«asi TiinggaJ Romor

Thnah Kode (B,JIB,lUl) !eet"'''119 Kode Taoah
&arona

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

110. KODElDl(ASl :

ICAR1VIIfVESTI\IUS BI\RI\IIG (ICIB) 0
.II\lAH, DUGASl DI\II .lARII1GAII

Kolom 15

d. Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan
Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak
Pengelolaan

Padakolom 14 isikan Nomor KodeTanah.
Asal Usul

Pada kolom 15 tuliskan asal perolehan dari barang
tersebut, mlsalnya :

a. dlbell

b. hibah

c. dan lain-lain

Dalam hal bangunan/barang yang dlblayai dan beberapa
sumber anggaran, dicatat sebagal mllik komponen
pemllikan pokok, misalnya bangunan Pemda dibantu dan
anggaran Pusat maka statusnya tetap dlcatat sebagai
mllik Pemda.

Kolom 16 H a r 9 a
Pada kolom 16 tullskan harga yang sebenarnya untuk
bangunan gedung/monumen tersebut.
Apablla nilal gedung/monumen tersebut tldak dapat
dlketahul berdasarkan dokumen yang ada, maka
perklrakan nilai gedung berdasarkan harga yang berlaku
dillngkungan tersebut padawaktu pencatatan.

Kolom 17 Keterangan.
Tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada
hubungannya dengan bangunan tersebut. Setelah selesai
diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah
dibubuhkan tanggal pencatatan dan dltandatangani
Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD.

4. Format dan Tata Cara Penglslan KIB - D (JALAN, IRIGASI DANlARINGAN)
(1) FORMATKIB - D (lALAN, IRIG.ASI DANJARINGAN)
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Pada kolorn 8 tuliskan luas dan Jalan, Irigasi Dan Jaringan.
letak/Lokasl
Pada kolorn 9 tuHskan letak/lokasi luas dart Jalan, Irlgasi dan

Jaringan.
Dokumen dari Jalan, lrigasi Dan Jaringan.
Yang dimaksud dengan dokumen dari Jalan, Irigasi Dan

Jaringan berupa surat-surat pemilikan.
Status tanah
Pada kolam 12 diisikan status atas tanah, jalao, Irlgasi dan
jaringan berupa ;
a. Tanah milik Pemerintah daerah
b. Tanah Negara (Tanah yang dlkuasai langsung oleh

Negara).
c. Tanah Hak LJlayat(Tanah masyarakat Hukum Adat)

DilSi nomor urut
Jenis Sarang
Pada kolom 2 tuliskan jenis Jalan, Irigasi Dan Jaringan yang

merupakan Sarang Inventaris.
Misalnya:

Jalan, Jembatan, terowongan, Bangunan Air lrigasi,
Bangunan Air Pasang,Bangunan Air Pengembangan Rawa
dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan
Penanggul, Bangunan Air Minum, Sangunan Air Kotor,
Instalasl Air Minum, Instalasi Air Kotor, lnstalasi
Pengolahan sampah, Instalasi Pengolahan Bahan
Bangunan, Instalasl Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu
Ustrik, Jarlngan Air Minum, Jarlngan Ustlik dan lain-lain
sejentsnva,

Kolom 12

Kolom 10,
11

Kolom 9

Kolom 7

Kolom 6

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5

Kolom 1
Kolom 2

Pada kolom 3 dilsl nomor kode barang
Pactakolom 4 dilsi nomor register (pencatatan)
Konstruksi

Pada kolom 5 tuliskan konstrukst dart Jalan, Irlgasi Dan
Jaringan.

Misalnya: aspal, beton, dan lain sebagainya
Panjang
Pada kolom 6 tuliskan panjangnya jalan, irigasl dan jaringan.
Lebar
Pada Kolom 7 tuliskan lebar dari Jalao, Irigasi Dan Jaringan

Kolom 8 tuas

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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(2) Tata Caara Pengisian KlB-D (JALAN, IRIGASI DANlARINGAN)

Pada KIB-D (Jalan, lrigasi Dan Jaringan), terlebih dahulu dlisikan Nomor Kode
Lokasi KIB ini dipergunakan juga untuk mencatat setiap jalan dan jembatan,
bangunan air/irlgasl, instalasl, dan jannqan,
KIB inl terdiri dari 17 kolom yang care pengisiannya adalah sebagai berlkut :
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5. Format dan Tata Cara Pengisian KIB - E (ASET TETAP LAINNYA)

a. FORMAT KIB - E (ASET TETAP LAINNYA)

d. Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan
Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak
Pengelolaan

Nomor kode tanah
Pada kolom 13 isikan Nomor Kode Barang (tanah).
Asal Usul

Pada kolom 11 tuliskan asal perolehan dari barang
tersebut, misalnya :

a. dibeli

b. hibah

c. dan lain-lain

Dalam hal jalan, irigasi dan jaringan yang dibiayai dari
beberapa sumber anggaran, dicatat sebagai milik
komponen pemilikan pokok,
mlsalnya jalan, Irigasi dan jarlngan Pemda dibantu dari
anggaran Pusat maka statusnya tetap dlcatat sebagai
millk Pemda.

H a rg a
Pada kolom 15 tuliskan harga yang sebenarnya untuk jalan,

irigasl dan jaringan.
Apablla nllal jalan, irlgasl dan jaringan tersebut tidak dapat

diketahul berdasarkan dokumen yang ada, maka
perkirakanlah nllai jalan, Irigasi dan jaringan berdasarkan
harga yang berlaku dillngkungan tersebut pada waktu
pencatatan.

Kondisi
Balk, kurang balk dan rusak berat

Keterangan.
Tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada

hubungannya dengan jalan, irlgasi dan jaringan tersebut.
Seteiah selesai diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan
bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan
ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh
KepalaSKPD.

Kolom 17

Kolom 16

Kolom 15

Kolom 14

Kolom 13
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Nomor Urut.
Pada kolom 1 tuliskan Nomor Urut darl setiap jenis barang,
dimulai dari Nomor Urut 1,2,3 dan seterusnya.

Jenis Barang/NamaBarang.
Pada kolom 2 tuliskan jenis barang atau nama secara
jelas seperti : Buku dan perpustakaan, barang bercorak
kebudayaan, hewan/ternak dan tumouh-tumbunan dan
sebagainya.
Buku/barang bercorak kesenian/hewan dan tumbuhan
pencatatannya dapat dlgabungkan dalam satu bans dengan
syarat bahwa barang tersebut mempunyai karakteristik
yang sama (judul, ukuran, bahan baku, tahun pembelian dan
sebaga!nya)

Nomor Kode Barang.
Pada kolom 3 tutiskan Nomor Kode 6arang yang
bersangkutan (lihat tabel KodeBarang).

Nomor Register.
Pada kolom 4 tutiskan nomor register dari barang yang
bersangkutan.
Dalam hal KIB ini dipergunakan untuk mencatat lebih dar!
satu barang yang sejenis , dlberl nomor register mulai dari
0001 sid nomor register terakhir dan barang dimaksud.

Buku dan perpustakaan
Padakolom 5 tuliskan judul/pencipta buku.
Kolom 6 diisi mengenai bahan pembuatan buku (kertas, CD
dan lain sebagainya)

Barang bercorak kesenian/kebudayaan.Kolom 7,8,9

Kolom 5,6

Kolom 4

Kolom 3

Kolom 2

Kolom 1

b. Tata Cara Pengisian KIB-E Aset Tetap lainnya

PadaKIB ini terlebih dahulu diisikan nomor kode lokasl pada sudut I<iri atas.
KI6 ini dipergunakan untuk mencatat :
Buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan/ternak dan
tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.
KIB ini terdirl dari 16 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut

(...•....•.............................. )
IIIP .

•.•••••••••••••••••••• , .•••••.•••••••••••••• 4 •••

IIt[tJGETAUUI
I(EPAlA SlCPD

1I0ntOf IklIruIp<!tpustolroao aarang Be:roorak ~an/Tema$ Tahun Asalu5Ulno. ttama Barang/ Kesellian/Kebudavaan dan Turnbullan Ceblkl Harga
Urut Jcnls Barang oode Judul/ As., Jurnlah Pembelian car. K.t.

aan>nq Roglster PendDla Speslfbst Oaerah peodpta Bahan Jenls ukuran peroJehan

J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

!CARro DIVBITARIS BARAllG(KIll) E
ASETlETAP lAl)IRVA

'jO. KODElOKASI: ......
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Setelah dUsiseluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dlbubuhkan tanggal
pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan dik.etahui (klrl bawah)
oleh Kepala SKPD.

6. Format dan Tata cara Pengisian IUB - F (KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN)

a. FORMATIUB - F (KONSTRUKSIDALAM PENGERJAAN)

PadaKalam 7 dUsimengenai asal daerah
Kalam 8 dUs;nama penopta
Kalam 9 dlisi spesltikasi bahan

Hewan{Temak dan Tumbuhan.
Pada kolorn 10 dlisi mengenai jenis hewan/ternak atau
tumbuhan
Kalom 11 dUslukuran ( kg, em, m, dan sebagainya).

Jumlah.
Pada kalom 12 diisi jumlah barang.

Tahun cetak/pembelian
Pada kalam 13 dilsi tahun cetak dan pembelian. Apabila
tidak diketahul diberi tanda strip (-).

Asal-usul.
Pada kalom 14 tuJiskan asal usul dari barang yang
bersangkutan.
Cantoh : Pembelian, hadiah dan sebagainya.

H a r 9 a.
Pada kolam 15 tullskan harga barang yang bersangkutan
berdasarkan factur/kultansi pembellan apablla barang
yang bersangkutan berasal dari pembellan.

Apablla barang yang bersangkutan berasal dari
sumbangan/hadlah supaya diperkirakan dengan harga
yang wajar.
Pencatatannya dalam ribuan rupiah.

Keterangan.
Pada kolom 16 tuliskan keterangan yang dianggap perlu
yang ada hubungannya dengan barang yang bersangkutan.
Contoh: Dlplnjamkan dan sebagainya.

Kalam 16

Kalam 15

xotom 14

Kolom 13

Kolom 12

Kalam
10,11
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Sangunan
Pada kolom 3 dilsi fislk bangunan (permanen, semi
permanen, darurat)

Konstruksi Bangunan
Pada kolom 4 dllsi bentuk bangunan (bertingkat atau
tidak)
Padakolom 5 diisi bahan bangunan (beton atau tidak)

Luas
Pada kolom 6 diisi luas dari bangunan, jalan, irigasi dan
jarlngan.

Letak/Lokasi
Pada kolom 7 diisi letak/lokasi, alamat dari bangunan
jalan, irigasl dan jaringan dan lain sebaqalnva,

Ookumen.
Pada kolom 8,9 diisi tanggal dan nomor dokumen

Oiisi nomor urut
Jenis sarang/Nama Barang

Pada kolom 1 dllsl jenls barang dalam proses
pengerjaan.
Mlsalnya:
Gedung, Bangunan, Jalan, Irigasi, Instalasi, Jaringan,
dan lain sebagainya.

Kolom 8,9

Kolom 7

Ko!om6

Kolom 4,5

Kolom 3

Kolom 1
Kolom 2

b. Tata Cara Pengisian KIB-F (KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN)

Pada KIB-F (Konstruksi dalam pengerjaan), terlebih dahulu dlislkan Nomor
Kode Lokasi pada sudut kiri atas serta Nomor Register dan Nomor Kode Barang
pada sudut kanan atas.

KIB ini dlpergunakan juga untuk mencatat setlap barang dalam proses
pengerjaan.
KIB ini terdiri dari 14 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut :
Uhat Kartu Inventaris Barang KIS-F (Konstruksi dalam pengerjaan).

lIP .
( )
flIP ..

KEPALA SKPDMErlGETAHUI
P£lIGElOLA BARAflG

................., .

flo Jenls Baraogl Kontruksi BallOunan lua. Dokun.en Tg~ BIn A.. ~ rlilai
Urt

letakj Status Itomor
usulNania 6arang sangunan Sertiogkatl Betonl lol<asi 11m Kode Kontrak Ket.

Alamat Tanggal noma r Tanah 'fanah Pentbia
(P, SP, D) lldak tidak I(M2' mulaj vaan I(ribu.n Rp'

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15

!CARro lliV£IITARlS BARAIIG(KlB) F
KOII$TRUKSI DAlAM PEIIGERJAA!!

Kodc lol<a5; : •.••........•....
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a. Format KIR

Padakolom 14 dilsi nilal/harga sesualdengan kontrak.
Kolom 15 Keterangan.

Tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada
hubungannya dengan barang dalam proses pengerjaan.

Setelah selesai diisi seiuruhnya maka pada sebe!ah kanan bawah dibubuhkan
tanggal pencatatan dan ditandatangani Kepala SKPDdan diketahui (sebelah kiri
bawah) oleh Pengelela.

7. Fonnat dan Tata Cara Pengisian KlR (Kartu Inventaris Ruangan)

kontrak kerja (SPK, Surat Perjanjian, Kontrak dan lain
sebagainya).

Tanggal, Bulan, dan Tahun mulai
Pada kolom 10 dilsl tanggaf, bulan dan tahun dimulainya
pekerjaan.

Status tanah
Pada kolom 11 diisi status tanah dari tanah bangunan
tersebut dapat berupa :
a. Tanah rnilik Pemerintah Daerah.
b. Tanah Negara (Tanah yang dlkuasai langsung oleh
Negara).
c. Tanah Hak Ulayat (Tanah masyarakat Hukum Adat)
d. Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau

Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau
Hak Pengelolaan

Nomor kode tanah
Pada kolorn 12 dlisi Nomor Kode Tanah ( lihat Tabel
Kode Baran9).

Assl Usul
Pada kolom 13 dUsl asal usul pemblayaan dari barang
tersebut, misalnya dan APBD,APBN,bantuan, hlbah dan
lain sebagainya.

Nllal KontrakKolom 14

Kolom 13

Kolom 12

Kolom 11

Kolom 1.0
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OiiSi sesualdengan Nomor Urut Pencatatan Barang.
Oiisi dengan jenls, nama barang.
Contoh: - Meja Tulis

- AC
- MesinTik,
- Komputer
- Dan sebagainya.

Dllsi dengan Merk atau Model Barang.
Contoh : Olivetti manual

IBM.
01151 Nomor Seri pabrik yang blasanya sudah tercantum
pada Barang yang bersangkutan.
MesinTik No. 7471475
Kaiau bukan buatan pabrik dikosongkan/distrip (-).

Oilsl ukuran, yang tentunya berlainan untuk tiap jenis
barang yang berbeda.

Kolom 5

Kolom4

Kolom 3

Kolom 1
Kolom 2

x) Tullskan jumlah/register dalam lajur ybs

XX) Ollsl sampai dgn No. Kode Unlt:/SatuanKerja (Th tidak ditulls)

b. Tata Cara Petunjuk Penglsian KIR
Pada sudut kirl atas diisl nama Oaerah Provinsi, Unit, Satuan Kerja dan
ruangan.
Kartu Inventaris Ruangan Inl terdlrl dari 14 kolom, dimana setiap kolom
memuat data jenis barang yang bersangkutan.

( )
NIP . " .•..............

PENGURUS BARANG

( )

MENGETAHUI
I<EPALA SPKD

Nama No Tahull No Jumlah Keadaan Barang
No BarllngIJenis Merl<! SeN Ul<Uran Bahan PembUatan Kede Barling! Harga Bell

Balk KUrllng Rusak Keterangan
Urut Barang Model Pabrtk lPembelian Barang Register IPerol&han ( B) Balk Berat Mutasi dll

(K8 ) ( RBJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NOKODE LOKASI :

KARTU INVENTARIS RUANGAN
KA8
PROVINSI
INIT
SATUAN KERJA
RUANGAN
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,

Setelah diisi seluruhnya maka pada sudut kanan bawah dlbutuhkan tanggal
pencatatan dan ditanda tanganl oleh penanggung jawab ruangan dan dii<etahui
KepalaUnit/Satuan Kerja.

S. Fonnat dan Tata Cara Pengisian Bl (Buku Inventaris)

Format Buku Inventarls dan tata cara pengislannya disajikan sebagal berikut.

Kolom 11,12
dan 13
Kolom 14

Kolom 10

Oiisi banyak barang yang mempunyai karakteristik yang
sama jenis, merkj model, ukuran, bahan dan tahun
pembuatan.

Oiisl harga pembelian/perolehan/pengadaan barang dalam
ribuan rupiah.

Oiisi sesuai dengan keadaan barang pada waktu
pencatatan.

Oilsl keterangan Barang yang dianggap perlu, misalnya
dlhapuskan.

Kolom 9

Kolom 8

Kolom 7

Contoh : MesinTik" 18"
Diisi bahan dari jenis barang yang bersangkutan.
Contoh : Kursi kayu ditulls " Kayu"
Kursi Besi ditulis" Besi".
Barang-barang tertentu yang dipandang tidak pertu

disebutkan nama bahannya atau mungkin sulit
menyebutkan bahannya, maka datam kolom ini dapat
dikosongkanjdistrip (-).

Oiis; tahun pembuatan atau tahun pembelian.
Apabila tldak dl ketahui tahun pembuatan atau

pembellannya dapat dlperkirakan.
Oiisi nomor Kode Barang (Kode Lokasi dan Kode Barang).

Kolom 6
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Nemer urut pencatatan setiap jenis barang, kecuali daiam hal
barang tersebut sama jenisnya, sama harganya dan sama
iekasinya , maka kelornpok barang tersebut diberi sebuah nomor
urut (bukan per barang).

Nemer KocleBarang.

Nomer KocleBarang dlisl dengan nornor kocle barang yang telah
ditetapkan sesuai dengan masing-masing barang seperti
tercantum dalam Tabel KocleBarang.

Nemer Register.

Nemor Register dlisl nomor urut pencatatan darl setiap barang
yang sejenis ,kecuali dalam hal barang tersebut sama jenisnya
sama harga dan sama iokasinya, maka nomor register barang
tersebut ditulis dengan nomor 0001 sampal dengan sejumlah
barang sejenls tersebut.

Dan nomor register ini dapat diketahui berapa banyak barang dan
setiap barang yang sejenls misalnya kursl (0001) sampai (9999)
dan sebagalnya.

: Nomor Urut.

Kolom3

Kolom 2

Kolom 1

Buku tnventans terdlrl dart 12 kolom yang datanya dlambil darl KIB (A,B,C,D, E
dan F) dan cara penglslannya adalah sebagai berikut :

Petunjuk Pengisian Formulir Buku Inventarts .

Padasudut kin atas dUslnama SKPD,Provinsi dan Nomor Kocle Lokasl pada sudut
kanan atas.

( )
NIP ..

PENGURUSBARANG

( )
NIP .

MENGETAHUI
KEPALA SKPO

NOMOR SPESIFIKASIBARAIIG Harga JUMLAH
No.Sertlliklll A,.UC.ra Tahun Ukuron

Sal"on Koadaan
No Koda Namal MaM No.Pabrik Bahan Perolahan Poroleha Barongl dan Barang Kat
Urt Bareng Register Janis Type No. Chasis Barang kontruksi SotUM (BlKBlRB Barong Harga

Bareng n (P,S,O)No. Mesln Borang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

110.KOOELOKASI .........

BUKU INVENTARIS
SKPO
KA6UPATEHIKOTA
PROWISI

LAMPI RAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68
TANGGAL : 29 OESEMBER 2010



Pedomnn Invenlarisosl Sarang Milil< Oaarah 57

Oilsi bahan dari barang bersangkutan mlsalnya dari kayu, besi,
rotan, plastlk dan lain-lain. Untuk barang-barang yang bahannya
tidak dapat dltentukan secara pastl bahannya, maka kolom ini
dikosongkan atau dllsl ( dl strip).

Bahan.

Bilamana ada satu jenis barang yang lebih dan 9999, maka
dipergunakan huruf a untuk jumlah 10000 jadi dituliskan AOOO, bila
lebih dart 10999 ditulis BOOO dan seterusnya.

Nama/Jenis Barang.

Dilsi nama/tents barang yang dimaksud.

Merk/Type.

Oiisi rnerek/tvpe barang yang bersangkutan, sepanjang barang­
barang tersebut mempunyai merek serta type barang maka data
tersebut dltulls di dalam kolom ini, sedangkan barang-barang
yang tldak mempunyai merek dan type barang, kolom ini
dikosongkan atau tldak diisi (di strip).

Nomor Sertlflkat /Pabrik/ChasisjMesin.

Kolom 12

Kolom 11

Kolom 10

Kolom 9

Kolom 8

Kolom 7

Kolom 6

Kolom5

Kolom4

DIlSi bahan dari barang bersangkutan misalnya dari kayu, besi,
rotan, plastlk dan lain-lain. Untuk barang-barang yang bahannya
tidak dapat dltentukan secara pasti bahannya, maka kolom Ini
dikosongkan atau tldak dlisl (dl strip).

Asal/Cara PerolehanBarang.

Oiisl asal/cara perolehan barang, mlsalnya dart pembelian melalul
proyek dan atau rutin, hlbah, sumbangan dan lain-lain.

Tahun pembellan/perolehan.

Dilsi tahun saat barang Itu dibell atau saat dlperoleh.

Ukuran Barang/Konstruksl (P,SP,D).

DIIsi ukuran barang/kontruksl gedung kantor, rumah dan sebagainya
ditulis P, SP, D untuk bangunan-bangunan yang sifatnya
Permanen atau Oarurat, sedangkan jenisnya dapat ditulis tidak
bertingkat , satu, dua dan selanjutnya.

Harga Satuan dan Satuan Barang.

Diisi harga satuan barang bersangkutan dan satuan barang ,
misalnya Rp.3.000.000/unit dan sebagainya.

Keadaan Barang.

Dlisl keadaan barang bersangkutan ditulls B, RR, RB untuk barang
yang keadaannya balk, rusak rtngan atau rusak berat.

Kolom 13 : Jumlah Barang.
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Dlisl dengan keterangan yang dipandang perlu.

Setelah dilsi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah
dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Pengurus
Barang dan diketahui oleh KepalaSKPD.

9. Fonnat dan Tala Cara Pengisian RBI (Rekapitulasi Buku Inventaris)

Format Rekapltulasi Buku Inventaris dan tats cara pengisiannya disajikan sebagai

berikut.

Oiisi jumlah/banyaknya barang bersangkutan.

: H a r 9 a.
Dllsi harga barang yang bersangkutan pada saat dibeUjdiperDleh
atau bila perlu dltakslr.

Bagl barang yang sama jenisnya, sama barangnya dan sarna
lokaslnya maka diisi jumlah harga barangnya, sedangkan harga
satuannya ditulis pada kolom keterangan.

Kolom 15 : Keterangan.

Kolom 14
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Kolom 2 Klasifikasi/Golongan

Petunjuk Pengisian Daftar Rekapitulasi Buku Inventaris

Pada sudut kirl atas diisikan Nama SKPD, Provinsi yang bersangkutan dan Nomor
Kode Lokasi pada sudut kanan atas.

Formulir Daftar Rekapitulasi lnl dipergunakan untuk mencatat Rekapitulasi jumlah
Barang Hasil Inventarisasi (Buku Inventaris).

Formulir Daftar Rekapitulasi inl terdiri dari 7 kolom yang cara pengisiannya adalah
sebagafberikut :

Kolom 1 Nomor Urut

lIIP .. D '••••

( )
11lP .

( .•.••.. - J

PENGURUS IlARAflG
tfEtIGETAHUI
KEPALASKPD

NO
GOlO KOOE IlAI>1ABIDANG BAAAI'IG lUt1LAH KETEAANGAN

JUt-1LAH tMRGAOtMURT NGAN 810ANG BAAAP~G
BARArlG RlBVAN (11.".)

1 2. 3 4 5 6 7

t 1 1 TAifAH

2. 2. PERALATAII DANMESll'I
2. a. Alat-alat !!esa,
3 b. Ai'at-a)at Angkutan
4 c.Alat-alat 8engkel dan Alat Ukur
S d. Alat-alat Pertanlan/Petemakan
4; e. Atat-alat Kantor dan RUnlilh Tanggil
7 f. Alat-alat Studjo dan Komunikasi
8 g.Alat-alat Kedokteran.
9 h.Atat-alat labGratorium
10 i. Alat-alat Kellffianan

3 3 GEDUNGDAN BANGUlfAfl
11 21. Bangunan Gedung
12, II.Bangunafl Monumen

4 4 JAlAII,IIUGASl DAff lAlUllGAN
13 a. Jatan dan Jembatan
14 b. 8angun1!", Alr/Irlgasl
15 c. Instatasi
16 d. Jarlnglll1

5 5 ASET TETAP lAIrlrlVA
11 a. Buku Perpustakaan
18 b. 8arang 8eroorak Kesenlan/Kebudavaan
19 c. Hew"n Ternak dan Tumbuhatt

6 6 KOfl5TRUKSI OAlAM PEflGEIUAAI'1

Total

REKAPITULASI BUKUINVEflTARIS
(REKAPHAsn. SENSUS)

KODElOKASI : ••••••

SKPD
: KAB/KOTA
PROVINSI
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Membuat Buku Induk Inventaris Provinsi;

Kolom 3: Kode Bidang Barang

Kolom4: Nama Bidang Barang.

Kolom 5: Jumlah Barang.

Padakolom 5 dituliskan jumlah barang yang ada dalam bidang barang yang
bersangkutan. •

Kolom 6: Jumlah Harga.

Pada kolom 6 dituliskan jumlah harga dari bidang barang yang
bersangkutan dan dibawah tuliskan jumlah total Pencatatannya adalah
dalam ribuan rupiah.

Kolom 7: Keterangan.

Pada kolom 7 dituliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada
hubungannya dengan bidang barang yang bersangkutan.

10. Format dan Tata Cara Pengisian BBI (Buku Induk Inventaris)
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